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Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab 
pertanyaan apa pertimbangan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI 
Surabaya pada produk mie setan dan bagaimana analisis hukum Islam dan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi label halal 
MUI Surabaya pada produk mie setan. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
memperoleh data dari lapangan dan menggunakan data sekunder dari data 
terdahulu, buku, jurnal yang dipergunakan untuk menguatkan analisis, karena 
dalam penelitian ini mengunakan teknik analisis deskriptif dan mendeskripsikan 
data menggunakan alur berfikir deduktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, penolakan pengajuan 
sertifikasi Halal MUI berdasarkan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 dan Fatwa 
MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal. Kemudian kedua, 
berdasarkan landasan tersebut pengajuan sertifikasi label halal MUI pada produk 
mie setan ditolak dikarenakan nama setan termasuk nama musuhnya Allah dan 
dikhawatirkan dapat menjauhkan dalam mengingat Allah dan dapat 
dikategorikan sebagai ‘urf fa>sid yang harus ditinggalkan. Kemudian mengenai 
nama  produk dalam UU No. 33 Tahun 2014 tidak menjadi objek yang akan 
diteliti oleh auditor halal, akan tetapi mengenai nama dan jenis produk 
merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan, kemudian dalam 
pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelakan bahwasannya penetapan kehalalan 
produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI. 
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pihak Bagi pihak mie 
setan Surabaya harus mengikuti prosedur LP POM MUI JATIM yaitu menganti 
nama setan dengan nama yang baik, kemudian bagi konsumen yang 
mengonsumsi makanan mie setan diharapkan dalam memilih level pedas 
disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan tidak berlebihan, dan bagi LP POM 
MUI JATIM agar berhati-hati dalam menerima atau menolak terhadap pengajuan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Bisnis kuliner merupakan bisnis yang menjanjikan, di beberapa 
daerah di Indonesia memliki makanan kuliner yang dijadikan ciri khas daerah 
tersebut, seperti soto Lamongan, sate Madura, bakso Malang, dan lain-lain. 
Dalam perkembangan dunia bisnis, banyak pengusaha mencari ide baru agar 
produk yang ditawarkan menarik, seperti bentuk kemasan yang unik maupun 
menggunakan nama-nama unik dan menarik, seperti rawon setan, mie setan, 
cak cuk, ceker setan, dan lain-lain.  
Bisnis kuliner yang berlabel setan kini menjadi salah satu kuliner 
yang populer di kalangan pencinta pedas, kata-kata setan yang digunakan 
oleh produsen bertujuan untuk memberi kesan unik dan arti pedas pada 
makanan tersebut. Salah satu kuliner yang popular dengan nama setan adalah 
mie setan. Produk ini merupakan salah satu usaha yang keuntungannya 
menjanjikan karena banyak konsumen yang terpikat dengan rasa mie setan, 
jika konsumen ingin menikmati kuliner pedas ini konsumen harus sabar 
mengantri dan warung makan satu ini juga melayani pemesanan online 
melalui aplikasi grab food maupun go food. Dalam perkembangannya mie 
setan semakin tersebar di beberapa daerah seperti Malang, Surabaya, Bali, 
dan daerah lainnya. 
Dalam agama Islam, Allah selalu memerintahkan kita untuk makan 
dan minuman yang halal, sehingga kita harus menjaga dan berhati-hati dalam 

































mengonsumsi makanan, obat-obatan dan kosmetik. Mengonsumsi produk-
produk haram tidak hanya membahayakan secara fisik akan tetapi akan 
membahayakan ukhrawi karena yang kita makan akan menjadi daging dan 
mempengaruhi pola kehidupan kita ke depannya.
1
 Adapun tujuan 
menghindari makanan dan minuman yang haram adalah menjaga akal (hifd} 
aql) dalam tingkat daruriyat, apabila tidak diperhatikan akan berakibat 
rusaknya akal.
2
 Dalam agama Islam menganjurkan untuk mengonsumsi 
makanan yang halal lagi baik, seperti dalam firman Allah Q.S. Al Baqarah 
168 dan Q.S. Al-Maidah 88. 
                                 
        
 
Artinya : ‚Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu‛ (Q.S. al-Baqarah: 168).3 
 
                                
 
Artinya : ‚Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah 
telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang 
kamu beriman kepada-Nya‛ (Q.S. Al-Maidah 88).4 
                                                          
1
 Ma’ruf Amin, dkk. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 
2011), 916. 
2
 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2014), 228. 
3
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2002), 46. 
4
 Ibid., 219. 

































Dalam firman tersebut Allah memerintahkan kepada kita untuk 
menjaga makanan dan minuman yang kita konsumsi. Akan tetapi dewasa ini 
ada industri makanan maupun bisnis kuliner yang menggunakan bahan baku, 
bahan tambahan, maupun pengelolahannya tidak sesuai syariat Islam dengan  
mengunakan campuran bahan kimia berbahaya ataupun bahan yang 
diharamkan dalam Islam, contohnya sate bekicot yang diharamkan karena 
menjijikkan dan hidup di dua alam, kemudian penggunaan bahan tambahan 
yang sudah busuk maupun menggunakan bahan kimia berbahaya untuk 
mengawetkan makanan (borax atau formalin). 
Setiap konsumen mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dan 
informasi mengenai produk-produk yang dikonsumsi merupakan produk 
halal. MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui LP-POM dan komisi fatwa 
berusaha untuk memberikan jaminan makanan halal melalui sertifikasi halal, 
akan tetapi pemberian sertifikasi halal bersifat suka rela terhadap produk 
yang memang mendaftarkan produknya untuk diteliti kehalalannya hingga 
komisi fatwa memberikan sertifikasi halal dan memberikan label halal MUI 
pada produk makanan tersebut.
5
 
Memeriksa kehalalan produk merupakan tugas dari auditor halal, 
pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tugas auditor halal tidak menerangkan 
untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama produk. 
Adapun tugas auditor halal, antara lain: (1) memeriksa dan mengkaji bahan 
yang digunakan; (2) memeriksa dan mengkaji proses pengelolahan produk; 
                                                          
5
 Ma’ruf Amin, dkk. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975..., 916. 

































(3) memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; (4) meneliti lokasi 
produk; (5) meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; (6) 
memeriksa pendistribusian dan penyajian produk; (7) memeriksa sistem 
jaminan halal pelaku usaha (8) melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau 
pengujian kepada LPH. Kemudian, mengenai nama dan jenis produk 
merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan. 
Untuk menjamin kehalalan makanan atau minuman yang akan 
dikonsumsi, dalam Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi 
Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah penggunaan nama dan 
bahan menetapkan sebagai berikut : 
1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan 
kebatilan. 
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama 
benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, 
kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung 
unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakwan, bakpia, dan 
bakpao. 
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi 
komponen makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma 
(flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie 
instan rasa babi, bacon flavour, dan lain-lain. 

































4. Tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan 
nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, 
brandy, beer, dan lain-lain.6 
Kemudian dalam surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan 
dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama 
produk dan bentuk produk nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada 
bagian ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara 
lain : 
1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, 
es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol 
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, 
seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog. 
3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es 
pocong, mie ayam kuntilanak. 
4. Nama Produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan 
kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie 
goreng Xi Fa Cai 
5. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, 
vulgar dan atau porno. 
Dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, 
antara lain : 
                                                          
6
 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal. 

































a. Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi 
(‘urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur 
yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, 
dan bakpao 
b. Merk atau brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya 
dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, bear, 
crocodile, cap badak 
c. Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh 




Selain membahas di atas, penulis akan membahas mengenai 
penamaan mie setan. Awal berdirinya kober mie setan adalah pertengahan 
tahun 2011 di Jalan Bromo No. 16 Malang, munculnya ide nama Kober 
berasal dari singkatan kelompok bermain komunitas sepeda fixie di kota 
Malang kemudian bisnis kober mie setan berawal dari coba-coba atau untuk 
mengisi waktu luang. kemudian penggunaan nama mie setan bertujuan untuk 
membuat masyarakat penasaran dengan nama yang unik dan menyeramkan 
sehingga akan menarik perhatian masyarakat untuk mengunjunginya. Usaha 
kuliner ini semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat, oleh 
karena itu pemilik mie kober mie setan yaitu Bambang Priandini membuka 
peluang bagi investor-investor yang berniat ikut serta dalam menjalankan 
                                                          
7
 Surat Keputusan Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
Tentang Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk Nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ 
XII/ 14. 





































Semakin tingginya minat masyarakat pada kuliner mie setan, banyak 
konsumen yang menanyakan kehalalan kuliner ini, kemudian pada tahun 
2016 investor mie setan Semolowaru yaitu Runiar memiliki iktikad baik 
untuk mendaftarkan kuliner mie setan ke MUI Surabaya, karena menurutnya 
melalui sertifikasi label halal MUI akan memberikan kekuatan hukum bahwa 
mie setan adalah halal. Kemudian, sebelum Runiar mengajukan sertifikasi 
halal MUI terlebih dahulu Runiar bertanya langsung ke kantor MUI 
Surabaya mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi label halal MUI, akan 
tetapi usahanya untuk mengajukan sertifikasi label halal MUI pada produk 
mie setan harus berhenti pada tahap ini dikarenakan MUI Surabaya tidak 
dapat memproses lebih lanjut pengajum produk bernama setan, pengajuan 
sertifikasi label halal MUI dapat dilanjutkan dengan syarat menganti nama 
setan dengan nama lain yang tidak mengandung nama alam ghaib, seperti 
setan, akhirat, surga, neraka, dan nama-nama lainnya yang dilarang oleh 
MUI dalam sertifikasi label halal MUI.
9
 Sesuai dengan surat keputusan 
pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
tentang ketentuan penulisan nama produk dan bentuk produk nomor: 
SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan nama 
produk yang tidak dapat disertifikasi. 
                                                          
8
 Reza, Wawancara, Surabaya, 27 Agustus 2018. 
9
 Runiar, Wawancara, Surabaya, 11 Desember 2018. 

































Dalam surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan 
kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan penulisan nama 
produk dan bentuk produk nomor: SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 nama 
produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es pocong, mie 
ayam kuntilanak tidak dapat disertifikasi, hal ini yang menjadi dasar 
penolakan MUI Surabaya terhadap pengajuan sertifikasi label halal produk 
Mie setan, akan tetapi dalam keputusan tersebut terdapat catatan bahwa 
poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (‘urf ), 
dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang 
diharamkan. ‘urf memiliki arti kebiasaan yang baik, adapun menurut istilah 
‘urf memiliki arti sebagai berikut : 
 ُهَداَتْعا اَم  ًنًْعَم ىَلَع ُوَقَلاْطِإ اْو ُفَراَع َت ٌظْفَل ْوَأ ,ْمُه َن ْ ي َب َعاَش ٍلْعِف ِّلُك ْنِم ِوْيلَع اْوُراَسَو ُساَّنلا
 ِوِعَاِسِ َدْنِع َُهر ْ يَغ ُرَداَبَت َي لاَو ُةَغُّلا ُوَفََّلَأت لا ٍّصاَخ 
 
Artinya: ‚Sesuatu yang menjadi kebiasaaan manusia, dan mereka 
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di 
antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal 
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, 
dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam 
pengertian lain.‛ 10 
Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisis keputusan 
MUI yang menolak pengajuan sertifikasi label halal terhadap produk Mie 
Setan, padahal konsumen berhak mendapat informasi kehalalan produk yang 
dikonsumsi dan produsen telah memiliki iktikad baik untuk mendaftarkan 
produknya untuk diteliti lebih lanjut kehalalan produknya. 
                                                          
10
 Dahlan, Abd. Rahman, Ushul Fiqh (Jakarta: AMZAH, 2010), 209. 

































B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Dari latar belakang di atas, maka masalah yang dapat di identifikasi 
pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Penolakan MUI Surabaya terhadap pengajuan sertifikasi label halal pada 
produk mie setan. 
2. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es 
pocong, mie ayam kuntilanak tidak dapat disertifikasi, akan tetapi tidak 
berlaku untuk produk yang telah mentradisi (‘urf). 
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi produk. 
4. Sertifikasi label halal MUI menjadi standarisasi produk halal di Indonesia. 
5. Batasan ‘urf  MUI dalam memperbolehkan sertifikasi halal pada nama 
produk yang tidak dapat disertifikasi. 
6. Latar belakang penamaan mie setan. 
7. Mie setan termasuk makanan halal atau haram. 
Berdasarkan identifikasi masalah, dalam penelitian ini penulis 
membatasi masalah sebagai berikut : 
1. Landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada 
produk mie setan. 
2. Analisis hukum Islam dan jaminan produk halal terhadap penolakan 
sertifikasi label halal pada produk mie setan di MUI Surabaya. 
 

































C. Rumusan Masalah  
1. Apa pertimbangan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya 
pada produk mie setan? 
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 
terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie 
setan? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau 
penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti 
sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.
11
 
setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan beberapa 
skripsi yang membahas berkaitan dengan analisis hukum Islam dan hukum 
positif terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI: 
Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ikhsan Maulana Fakultas Syariah 
dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 
2018 berjudul ‚Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap 
produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal‛. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian Normatif dengan pendekatan Yuridis 
Normatif dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti 
                                                          
11
 Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Nomor: In. 
02/1/PP.00.9/062/I/2014 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Ampel. 

































dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan atau meneliti 
bahan pustaka. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen 
muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal menurut UU 
No. 13 Tahun 2014 mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen 
muslim dan akibat atau sanksi hukum pelaku usaha terhadap produk pangan 
yang tidak bersertifikat halal.
12
 
Skripsi tersebut memiliki persamaan menggunakan dasar penelitian 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, akan 
tetapi dalam penelitian saudara Ikhsan Maulana membahas mengenai 
perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan yang tidak 
bersertifikat halal sedangkan penelitian penulis menganalisis Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2014 dalam hal nama produk dan penetapan 
sertifikat halal. 
Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nur Zainul Hasanah Mahasiswa 
Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
tahun 2001 berjudul ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang 
Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Penulisan Label Halal Pada Produk 
Ajinomoto‛. Dalam skripsi ini, penulis membahas mengenai deskripsi kasus 
                                                          
12
Ikhsan Maulana, ‚Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap produk Pangan yang 
Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 

































penulisan label halal pada produk Ajinomoto dari praktek pelabelan yang 
menyimpang yang dikaitkan dengan khiyar aib dan konsep tadlis.13 
Skripsi tersebut memiliki persamaan mengenai analisis hukum Islam 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
yang berkaitan dengan label halal MUI, akan tetapi memiliki perbedaan 
dalam objek penelitiannya, penelitian oleh saudara Nur Zainul Hasanah 
meneliti terhadap produk Ajinomoto yang memiliki label halal MUI akan 
tetapi terdapat penambahan kandungan yang menyalahi aturan  halal, dalam 
hal ini hukum Islamnya berkaitan dengan khiyar aib. 
Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Kiki Kurnia Mahasiswa Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 berjudul 
‚Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-
Nama Aneh‛. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai hukum bahan-
bahan dalam jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh yang dilihat 
dari aspek jual beli, adab kesopanan dan unsur israf.14  
Penelitian saudara Kiki Kurnia mengenai tinjauan hukum Islam 
terhadap jual beli makanan dengan sebutan nama-nama aneh seperti ramen 
setan, rawon setan. Meskipun dalam penelitian ketiga ini memiliki objek 
penelitian yang sama, akan tetapi dalam penelitian saudara Kiki Kurnia 
hanya terbatas mengenai hukum Islam dalam jual beli makanan dengan 
                                                          
13
 Nur Zainul Hasanah, ‚Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan 
Konsumen: Studi Kasus Penulisan Label Halal Pada Produk Ajinomoto‛ (Skripsi--Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2001). 
14
 Kiki Kurnia, ‚Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dengan Sebutan Nama-Nama 
Aneh‛ (Skripsi--Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). 

































sebutan aneh, tanpa adanya analisis hukum Islam dalam kajian ‘urf dan 
Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 
Sedangkan dalam penelitian yang berjudul ‚analisis hukum Islam dan 
Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi label 
halal MUI Surabaya pada produk mie setan‛ peneliti akan menfokuskan pada 
penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya dengan menggunakan teori 
hukum Islam ‘urf  (adat kebiasaan) dan makanan halal. 
 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan landasan hukum penolakan MUI 
Surabaya terhadap penolakan sertifikasi label Halal MUI pada produk mie 
setan. 
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam dan Undang-
Undang No. 33 Tahun 2014 terhadap penolakan sertifikasi label halal 
MUI Surabaya pada produk mie setan. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa kegunaan yang 
dapat diambil secara teoritis dan praktis, sebagaimana berikut ini : 
1. Teoretis 
a. Memberikan pengetahuan mengenai pedoman kehalalan produk 
yang dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim. 
b. Menjadi kajian pustaka penelitian berikutnya yang berkaitan dengan 
perlindungan konsumen dalam kehalalan produk. 


































a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum 
terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya kepada 
pemilik saham mie setan. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi UIN Sunan Ampel 
Surabaya dan umumnya sebagai pengembangan keilmuan, 
khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah. 
c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan 
pengetahuan bagi penulis dan bermanfaat bagi masyarakat 
khususnya pengemar makanan pedas. 
 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional mengandung penjelasan untuk mendapat 
gambaran yang jelas dalam memahami penelitian yang penulis teliti, maka 
ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul tersebut, 
antara lain: 
Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah penulis 
menganalisis dasar penolakan pengajuan sertifikasi label halal MUI Surabaya 
dengan mengunakan hukum Islam, yaitu berdasarkan al-Qur’a>n dan Hadist 
serta pendapat para ulama terutama tentang teori ‘urf, dan makanan halal. 
UU No 33 Tahun 2014 merupakan Undang-Undang tentang 
Jaminan produk halal yang mengatur mengenai prosedur dan penetapan 
produk halal di Indonesia. Dalam peraturan ini berkaitan dengan Jaminan 

































produk halal yaitu mengenai sertifikat halal yang berupa label halal dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk. 
Penolakan merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap ide, 
gagasan, keputusan atau pendapat. Penolakan Sertifikasi label halal MUI 
merupakan kewenangan LP POM MUI untuk menolak pengajuan sertifikasi 
label halal MUI terhadap produk yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria 
produk halal menurut MUI. 
 
H. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 
research), penulis mencari sumber data langsung dari kenyataan 
sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mencari data 
kepada pemilik saham mie setan  dan MUI Surabaya selaku pihak yang 
menolak pendaftaran sertifikasi label halal pada produk mie setan. 
2. Data 
Data merupakan bentuk data yang diperoleh dari sumber data, 
adapun data dibagi menjadi dua, yaitu: 
a. Data Primer  
Dalam penelitian ini penulis memperoleh beberapa data 
primer yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data prosedur 
pendaftaran sertifikasi label Halal MUI, landasan hukum MUI 
Surabaya menolak pengajuan sertifikasi label Halal pada produk mie 

































setan, kemudian data perusahaan mie setan dan data wawancara 
mengenai tanggapan konsumen terhadap makanan yang bernama 
setan. 
b. Data sekunder 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa data 
sekunder, antara lain: (1) data mengenai ‘urf; (2) data makanan 
halal dan haram menurut hukum Islam; (3) UU No. 33 Tahun 2014 
tentang Jaminan Produk Halal; (4) Profil perusahaan mie setan. 
3. Sumber Data 
Sumber data merupakan sumber informasi atau data diperoleh 
yang berisi uraian dari mana data diperoleh berdasarkan karakteristik 
dan klasifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
a. Sumber Data Primer  
Sumber data primer diperoleh dari keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian 
penulis melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa 
pihak, antara lain: (1) Pemilik Saham mie setan; (2) LP POM MUI 
Jatim; (3) Konsumen . 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
data yang telah ada, baik dari publikasi lembaga pemerintah atau 

































non pemerintah, penelitian terdahulu, laporan atau catatan pribadi, 
dan media masa.
15
 Sumber data sekunder diperoleh dari : 
1) Depag RI, Al-Qur’a>n dan Terjemah Indonesia, 2002. 
2) Ma’ruf Amin, dkk, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Sejak 1975, 2011. 
3) Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 2011. 
4) Addul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, 2006. 
5) Satria Effendi, Ushul Fiqh, 2005. 
6) Addul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh, 2006. 
7) Muchtar Ali, Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah 
dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal, 
2016. 
8) Departemen Agama  RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem 
Produk Halal, 2003. 
9) Nor Fadilah, Jangan Makan Barang Haram. Jogjakarta: Najah, 
2013. 
10) M. Yusuf Kadar, Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-
Ayat Hukum, 2011. 
11) Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan 
Hukum IslamEdisi revisi, 2005. 
12) Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul 
Fikih, 2005. 
                                                          
15
 Restu Kartiko Widi. Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntutan Langkah 
Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 250. 

































13) Surat keputusan pengkajian pangan, obat-obatan dan 
kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang ketentuan 
penulisan nama produk dan bentuk produk nomor: SK46/ Dir/ 
LPPOM MUI/ XII/ 14. 
14) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data 
yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
16
 Adapun 
teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain : 
a. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu bentuk 
pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematik dan 
selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena 
yang terjadi.
17
 Dalam penelitian observasi dilakukan dengan melihat 
kondisi dan suasana mie setan. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 
dengan jalan komunikasi secara langsung maupun tidak langsung 
melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data 
                                                          
16
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 138. 
17
 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan 
Penuntutan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian..., 250. 

































(pewawancara) dengan sumber data (responden).
18
 Dalam penelitian 
ini wawancara dilakukan kepada satu orang ketua MUI Surabaya, 
satu staf MUI Surabaya, dua orang pemilik saham mie setan, dan 
lima orang konsumen mie setan. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan data yang ada berupa surat, catatan 
harian, laporan, foto. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan 
waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui 
hal-hal yang pernah terjadi pada waktu lalu.
19
 Dalam penelitian ini, 
data yang diperlukan berupa berkas pengajuan sertifikasi label halal 
MUI pada produk mie setan yang pernah diajukan oleh pemilik saham 
mie setan, surat atau keterangan penolakan pengajuan sertifikasi label 
halal MUI Surabaya pada produk mie setan, dan dokumen-dokumen 
yang berkaitan dengan penelitian ini. 
5. Teknik Pengolahan Data 
a. Editing 
Editing merupakan teknik pengelolaan data untuk memeriksa 
data-data yang sudah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi 
data yang sesuai dengan permasalahan.
20
 Dengan teknik ini penulis 
akan memeriksa kembali data-data mengenai analisis hukum Islam 
                                                          
18
 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 72 
19
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian..., 141. 
20
 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi,Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153. 

































dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap penolakan 
sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie setan. 
b. Organizing 
Organizing merupakan teknik untuk mengatur dan menyusun 
data dokumentasi agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan 
rumusan masalah serta pengelompokkan data yang diperoleh.
21 
Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran 
tentang iktikad baik produsen yang ingin mendaftarkan sertifikasi 
halal MUI sampai penolakan pengajuan sertifikasi halal pada produk 
mie setan. 
c. Analizing 
Analizing merupakan teknik untuk menyusun kembali data 
penelitian yang diperlukan dalam kerangka yang direncanakan 
dengan rumusan masalah secara sistematis. Penelitian ini 
menganalisis penolakan sertifikasi label halal MUI pada produk mie 
setan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan rumusan 
masalah.  
6. Teknik Analisis Data 
Proses analisis merupakan hal yang penting dalam memecahkan 
masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian, analisis 
dilakukan setelah proses pengelompokan  atau pengumpulan data.
22
 
                                                          
21
 Ibid., 154. 
22
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 
105. 

































Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data yang berupa 
informasi nyata di lapangan dan data yang tidak bisa diukur atau dinilai 
dengan angka secara langsung, dalam penelitian yang bersifat kualitatif 
diperlukan penguasaan teori, praktik dan pengembangannya.
23
  
Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan 
menampilkan data sebagaimana adanya tanpa ada ulasan atau 
pandangan penulis, hal ini bertujuan untuk mengambarkan atau 
mendeskripsikan tentang penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya 
pada produk mie setan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang 
nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. 
Dalam mendeskripsikan data, penulis menggunakan alur berfikir 
deduktif yaitu dari analisis hukum Islam dan Undang-Undang nomor 33 
Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap penolakan sertifikasi 
label halal MUI Surabaya pada produk mie setan dijelaskan secara 
spesifik kemudian ditarik kesimpulan. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Agar pembahasan dapat dikaji secara sistematis, maka penulis 
membagi lima bab dan dalam masing-masing bab akan dibagi dalam sub-sub 
bab bahasan yang menjadi rangkaian bab yang bersangkutan, lebih jelasnya 
sesuai dengan sistematika berikut ini: 
                                                          
23
 Andi Pratowo, Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: 
Diva Press, 2010), 13. 
 

































Bab Pertama, pendahuluan yang memuat hal-hal yang berkenaan 
dengan rencana pelaksanaan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam 
Sembilan sub bab, meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan. 
Bab Kedua berjudul ‘urf, makanan halal dan haram, dan jaminan 
produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014. Dalam Bab ini memuat teori 
hukum Islam ‘urf (adat kebiasaaan), meliputi pengertian ‘urf, dasar hukum 
‘urf, macam-macam ‘urf, dan keabsahan ‘urf  menjadi landasan hukum, 
kemudian teori makanan halal dan haram dalam Islam, meliputi pengertian 
makanan halal dan haram, dan kriteria makanan halal dan haram, kemudian 
teori terakhir mengenai jaminan produk halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 
memuat pengertian produk, produk halal, dan pasal-pasal yang mengatur 
mengenai sertifikasi label halal. 
Bab Ketiga berjudul Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI pada 
Produk Mie Setan. Dalam Bab ini memuat tentang data lapangan dan 
temuan yang diperoleh, meliputi gambaran umum produk mie setan yang 
berkaitan tentang profil mie setan, latar belakang mie setan, manajemen mie 
setan, dan proses pembuatan mie setan. Kemudian syarat dan prosedur 
sertifikasi halal MUI, kriteria makanan halal menurut LPPOM MUI dan 
landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya terhadap 
produk mie setan. 

































Bab Kempat berjudul Analisis Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 
2014 terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk 
Setan, dalam bab ini membahas dan menganalisis hasil yang didapat dari 
data penelitian di lapangan dan data sekunder untuk menganalisis latar 
belakang penolakan sertifikasi label halal MUI Surabaya pada produk mie 
setan dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 
tentang jaminan produk halal terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI 
Surabaya pada produk mie setan. 
Bab Kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat 
kesimpulan akhir dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat saran 










































‘URF, MAKANAN HALAL DAN HARAM, 
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM UU NO 33 TAHUN 2014 
 
A. ‘Urf  (Kebiasaan) 
1. Pengertian ‘Urf  (Kebiasaan) 
‘Urf secara etimologi berasal dari kata ‘arafa, yu’rifu ( ََفَرَع-َ
َُفِرُْعي) sering diartikan dengan al-ma’ruf  (َُفُرعَمَْلا) yang memiliki arti 
sesuatu yang dikenal atau yang baik.
1
 
 ُوَقَلاْطِإ اْو ُفَراَع َت ٌظْفَل َْوأ ,ْمُه َن ْ ي َب َعاَش ٍلْعِف ِّلُك ْنِم ِوْيلَع اْوُراَسَو ُساَّنلا ُهَداَتْعا اَم  ًنًْعَم ىَلَع
 ِوِعَاِسِ َدْنِع َُهر ْ يَغ ُرَداَبَت َي لاَو ُةَغُّلا ُوَفََّلَأت لا ٍّصاَخ 
 
Artinya : ‚Sesuatu yang menjadi kebiasaaan manusia, dan mereka 
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di 
antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal 
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian 
etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak 
memahaminya dalam pengertian lain.‛2 
Kata ‘urf dalam pengertian terminologi sama dengan pengertian 
al-‘adah (kebiasaan), berikut penjelasannya. 
 ِلْو ُبَقْلِاب ُةَمْيِل َّسلا ٌعاَبَّطلا ُوْت َّقَل َتَو ِلْوٌقٌعْلا ِة َّهِج ْنِم ِسُف ُّ نلا ْفِ َّرَق َتْسا اَم 
 
       Sesuatu yang telah menetap didalam jiwa dari segi dapatnya 
diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.
3
 
Sedangkan menurut ulama ushul fikih ‘urf memiliki arti sebagai 
berikut : 
                                                          
1
 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (t.tp.,: Amzah, 2005), 333. 
2
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2010), 209. 
3
 Ibid. 

































  ٍلْعِف َْوا ٍلْو َق ِفِ ٍموَق ِروُهُجُ ُةَداَع 
Artinya: ‚Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perbuatan maupun 
perkataan.‛4  
Ulama ushul fikih membedakan antara ‘urf dan adat, adat 
didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-
ulang tanpa hubungan rasional, perbuatan tersebut berkaitan dengan 
perbuatan pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan 
maupun perbuatan orang banyak yang berkaitan dengan hasil pemikiran 
yang baik dan buruk.
5
 
 ٍةَّيِلْقَع ٍةَقَلاَع ِْيَْغ ْنِم ُرِّرَكَتُمْلا ُرْمَْلْا 
Artinya : ‚Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya 
hubungan rasional.‛6 
 
Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (Ahli Fikih Uneversitas 
Amman, Yordania) mengatakan bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat 
karena adat lebih umum daripada ‘urf. Menurutnya suatu ‘urf harus 
berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi 
atau kelompok tertentu dan ‘urf muncul dari suatu pemikiran dan 
pengalaman seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah 
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 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 334. 
5
 Addul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1877. 
6
 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 334. 

































tertentu dalam menetapkan keperluan rumah tangga yang diambil dari 
mahar yang diberikan suami.
7
 
Adat kebiasaan yang menjadi salah satu sumber hukum Islam 
bukanlah sembarang kebiasaan, akan tetapi kebiasaan yang benar-benar 
dipraktikkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam tentang kemaslahatan dan keadilan. 
Oleh karena itu, kebiasaan yang bertentangan dengan dengan ajaran 
Islam seperti tradisi meminum minuman keras dalam acara perkawinan 
atau mengubur kepala kerbau di lokasi pembangunan gedung tidak 
termasuk dalam pengertian ‘urf.8 Kata sesuatu meliputi sesuatu yang 
baik dan sesuatu yang buruk mencangkup pula hal yang bersifat 
perkataan (qauliy) dan hal yang bersifat perbuatan (fi’liy). Ungkapan 
masyarakat mengekslusi (menyingkirkan) kebiasaan individual dan 
kebiasaan sekelompok kecil orang. Ungkapan daerah tertentu menunjuk 
pada ‘urf ‘amm. Contohnya: 
a. Mud}arabah yang menjadi ‘urf masyarakat hijaz 
b. Bai’u al-salam yang menjadi ‘urf masyarakat hijaz 
c. Bai’u al-Istisna’ yang menjadi ‘urf masyarakat hijaz.9 
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 Addul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam...., 1877. 
8
 Alaiddin Koto, Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: rajawali Pers, 2011), 110. 
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 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2011), 161. 

































2. Dasar Hukum ‘Urf 
‘Urf dapat diterima sebagai landasan hukum dengan beberapa 
alasan, antara lain :  
                       
Artinya:  ‚Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf (al-’urfi), serta berpalinglah dari pada orang-
orang yang bodoh‛ (QS. Al-A’raf: 199).10 
 
Melalui surat Al-A’raf ayat 199, Allah memerintahkan kaum 
muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf, para ulama fiqh mengartikan 
ma’ruf sebagai suatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat 
yang dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak 
manusia yang benar.
11
 Kemudian dalam ucapan sahabat Rasulullah Saw. 
Abdullah bin Mass’ud: 
 ٌءْيَس ِللها َدْنِع َوُه َف ًأْيَس َنْوُمِلْس
ُ
لما ُهآَراَمَو ٌنَسَح للها َدْنِع َوُه َف اًنَسَح َنْوُمِلس
ُ
لما ُهآَراَمَف 
Artinya : ‚sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di 
sisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia 
buruk di sisi Allah.‛ (HR. Imam Ahmad) 
Ungkapan A\bdullah bin Mas’ud baik dari segi redaksi maupun 
maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku 
di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum 
syariat Islam merupakan seuatu yang baik di sisi Allah. Kemudian, hal-
hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh 
masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan 
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 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Indonesia (Jakarta: Sari Agung, 2002), 323. 
11
 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 212. 



































 Allah berfirman dalam surah al-Maidah : 6, sebagaimana 
berikut ini: 
……                             
             
Artinya: ‚… Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak 
membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya 
bagimu, supaya kamu bersyukur‛ (Q.S al-Maidah : 6 ).13 
Secara umum ‘urf  atau adat telah diamalkan oleh semua ulama 
fiqh terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. 
Ulama Hanafiyah dalam berijtihad menggunakan istih}san al-’urf 
(istih}san yang menyandar pada ‘urf). Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf 
atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam 
menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Kemudian 
ulama Syafi’iyah menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan 
ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa, 
contohnya adanya qaul qadim (pendapat lama) Imam Syafi’i di Irak dan 
qaul jadid (pendapat baru) Imam Syafi’i di Mesir, menunjukkan ‘urf  
diperhatikan dalam istinbath hukum di kalangan Syafi’iyah.14 Mengenai 
hal ini ulama merumuskan kaidah yang berkaitan dengan ‘urf, antara 
lain : 
 ٌةَمَكَُمُ ُةَداَعلا 
Artinya : ‚Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.‛ 
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 Ibid., 212–213. 
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 Depag RI, Al-Qur’an Dan Terjemah Indonesia..., 195. 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 423. 


































يِعْرَش لِْيلَدِب ُتِبَاث ِفرُعلِاب ُتب اَّثلا 
 
Artinya : ‚Yang berlaku berdasarkan ‘urf  seperti berlaku berdasarkan 
dalil syara’.‛ 
   ِصَّنلِاب ِتِباَّثلاك  اَّثلافرُعلِاب ُتب  




 َم ُّلُك ُْعرَشلا ِِوب َدَرَو ا  َطِب اَض َلاَو اًقَلْطُم  ِفْرُعلا َلَِإ ِوْيِف ُعِجْر َي ِةَغُّللا فِ َلاَو ِوْيِف ُوَل  
Artinya: ‚Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak dan tidak ada 
pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan 
dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukan 
kepada ‘urf.‛15  
 
3. Macam-Macam ‘urf (Kebiasaan) 
Ulama Ushul Fiqh membagi ‘urf menjadi tiga macam, yaitu : 
a. Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi 2 macam, yaitu al-’urf lafz}i dan 
al-’urf amal, adapun penjelasannya sebagai berikut: 
1.) Al-’urf Al-Lafz}i (  َيِظْفَّللاَُفْرُعَْلا)ََ 
Al-’urf Al-Lafz}i adalah Kebiasaan masyarakat dalam 
menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan 
sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang terlintas dalam 
pikiran masyarakat. 
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 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh..., 213. 

































Contohnya, penjual daging memiliki bermacam-macam 
daging, lalu pembeli mengatakan ‚saya beli daging satu kilogram‛ 
pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi, karena 
kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan 
kata daging pada daging sapi. Akan tetapi apabila dalam memahami 
ungkapan tersebut memerlukan indikator lain, maka tidak 
dinamakan ‘urf, misalnya seseorang dating dalam keadaan marah 
dan di tangannya ada tongkat kecil dan seraya berkata ‚jika saya 
bertemu dia maka akan saya bunuh dengan tongkat ini.‛ Ungkapan 
tersebut menurut Abdul Aziz Al-Khayyath (guru besar fikih di 
Universitas Amman, Yordania) tidak dinamakan ‘urf, tetapi 
termasuk majaz.16 
2.) Al-’urf ‘Amali (َِلَمَعْلاَُفْرُعَْلا) 
Al-’urf ‘Amali merupakan kebiasaan yang berupa amal atau 
pekerjaan.
17
 Dapat diartikan pula sebagai kebiasaan masyarakat 
yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keprdataan. 
Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah 
kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang 
lain, seperti libur hari kerja pada hari-hari tertentu dalam satu 
minggu. Sedangkan muamalah keperdataan adalah kebiasaan 
masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara 
tertentu, contohnya jual beli yang tidak menggunakan shighat akad 
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 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 338. 
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 A. Syafi’i Karim, Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 85. 

































jual beli, padahal shighat jual beli merupakan salah satu rukun jual 
beli akan tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat 
melakukan jual beli tanpa shighat dan tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan maka syara’ membolehkan. Contoh lain yaitu 
kebiasaan saling mengambil rokok antara sesama teman tanpa 




b. Dari segi cakupannya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu al-’urf al-‘a>m dan 
al-’urf al-kha>s} , adapun penjelasannya sebagai berikut:\ 
1.) Al-’urf al-‘a>m ( ََّماَعَْلاَُفْرُعَْلا) 
Al-’urf al-‘amm adalah ‘urf yang berlaku pada suatu tempat, 
masa, dan keadaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat 
dan di seluruh daerah.
19
 Contohnya membayar ongkos kendaraan 
umum dengan harga tertentu tanpa perincian jauh atau dekatnya 




2.) Al-’urf al-kha>s} َ( َصاَخَْلاَُفْرُعَْلا)َ  
Al-’urf al-kha>s} adalah kebiasaan yang berlaku di daerah 
tertentu dan dalam masyarakat tertentu, contohnya kebiasaan yang 
berlaku dikalangan pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum 
yang akan diberikan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. 
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 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 336. 
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 Ibid., 337. 
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Menurut Mustafa Ahmad az-Zahra ‘urf khass tidak terhitung 




c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’ al-‘urf dibagi menjadi 
dua, yaitu al-’urf s}ahi>h dan al-’urf fa>sid. 
1.) Al-‘urf s}ahi>h ( ََُحيِح َّصلاَُفْرُعَْلا ) 
Al-‘urf s}ahi>h adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat yang dapat diterima karena tidak bertentangan 
dengan nash (ayat al-Qur’a>n atau hadis), tidak menghilangkan 
kemaslahatan, dan tidak membawa mud}arat kepada mereka,22  tidak 




Misalnya adat kebiasaan suatu masyarakat ketika istri belum 
menerima maharnya secara penuh maka belum boleh dibawa pindah 
dari rumah orang tuanya dan pemberian lelaki kepada calon istri 
ketika peminangan dianggap sebagai hadiah bukan mahar.
24
 
Para ulama sepakat bahwa al-‘urf s}ahi>h wajib dipelihara dan 
diikuti bila sudah menjadi norma-norma sosial. Kewajiban ini 
berlaku bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum 
syariat atau bagi seorang hakim ketika memutuskan delik perkara di 
pengadilan selama adat tidak berlawanan dengan nash, maka selama 
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 Addul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam..., 1877. 
22
 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 339. 
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 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, t.t.,), 89. 
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 Satria efendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2005), 154. 

































itu wajib dijadikan acuan.
25
 Mengutip Abdul Karim zaydan, 
bahwasanya Nabi saw. sangat mementingkan kemaslahatan 
masyarakat Arab melalui adat istiadat s}ahih mereka, misalnya 
perhitungan sifat ‘ashabah (kekerabatan) dalam perwalian dan 
waris-waris merupakan tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang 
diadobsi dalam syariat Islam. Fakta tersebut membuktikan bahwa 




2.) Al-’urf Fa>sidَ ( ََُدِسَافْلاَُفْرُعَْلا ) 
Al-’urf fa>sidَ  adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak 
dapat diterima karena bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan 
kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Misalnya kebiasaan mengadakan 
sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang 
keramat, kebiasaan tersebut tidak dapat diterima karena berlawanan 
dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam. Kemudian contoh 
lainnya adalah kebiasaan yang terjadi di kalangan pedagang dalam 




Al-’urf fa>sidَ  tidak boleh dipelihara karena pemeliharaan 
adat jenis ini akan mengakibatkan rusaknya fondasi hukum-hukum 
syariat, karena dalam ajaran Islam mementingkan kemaslahatan 
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 Addul Haq, dkk, Formulasi Nalar Fiqh (Surabaya: Khalista, 2006), 293. 
26
 Abdul Karim Zaydan, Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), 253. 
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universal, sementara ‘urf fa>sid belum tentu mengandung unsur-
unsur Mas}lah}ah , kalaupun ada pasti bersifat subjektif, temporal 




4. Keabsahan ‘urf  Menjadi Landasan Hukum 
Para ulama sepakat menolak ‘urf fa>sid (adat kebiasaan yang 
salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al-
Tayyib Khudari al-Sayyid guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar 
Mesir dalam karyanya al-Ijtiha>d fi> ma la nas{s{a fih, menyatakan bahwa 
mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf  sebagai landasan 
hukum adalah kalangan Hanafiyah kemudian kalangan Malikiyah 
selanjutnya kalangan Hanabilah dan kalangan kalangan syafi’iyah. 
Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut 
sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum 
meskipun terdapat perbedaan rinciannya antara mazhab-mazhab 
tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan kedalam dalam kelompok dalil-dalil 
yang diperselisihkan di kalangan ulama.
29
 
Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa ‘urf dapat dijadikan 
sebagai salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ jika memenuhi 
syarat berikut ini: 
1. ‘urf baik yang bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat 
perbuatan dan ucapan berlaku secara umum, maksudnya ‘urf 
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tersebut berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-
tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas 
masyarakat. 
2. ‘urf akan dijadikan sandaran hukum yang lebih dahulu ada sebelum 
kasus yang akan ditetapkan hukumnya, sesuai dengan kaidah 
us}u>liyah yang berbunyi : 
 َر ْ بِعَلا ِِئراَّطلا ِفْرُعِلل َةَ  
  Artinya: ‚‘urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran 
hukum terhadap kasus yang telah lama.‛ 30 
 
3. ‘urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam 
suatu transaksi. Dalam suatu transaksiapabila kedua belah pihak 
menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan contohnya 
dalam memberi lemari es disepakati oleh penjual dan pembeli 
bahwa lemari es tersebut akan dibawa sendiri oleh pembeli ke 
rumahnya. Sekalipun ‘urf menentukan bahwa lemari es yang dibeli 
akan diantar penjual ke rumah pembeli, karena dalam akad sudah 
jelas bahwa pembeli akan membawa lemari es ke rumahnya, maka 
‘urf tidak berlaku lagi.31 
4. ‘urf tidak bertentangan dengan nash, maksudnya tidak ada ada dalil 
khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur’a>n dan Sunnah. 
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 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih..., 335. 
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5. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash 
syari’ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, 
kesempitan, dan kesulitan. 
6. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya bisa dilakukan 




B. Makanan Halal dan Haram dalam Islam 
1. Pengertian Makanan Halal Dan Haram 
Makanan adalah barang yang bertujuan untuk dimakan atau 
diminum oleh manusia serta bahan yang digunakan dalam produksi makanan 
dan minuman.
33
 Kemudian, secara bahasa halal berasal dari kata للحا yang 
berarti ةحابلإا sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Menurut Abu Ja’far 
al-Thabari (224-310 H) lafaz halal (لالاح) yang memiliki arti terlepas atau 
terbebas ( ْاًقْلِط ). Menurut  Abu Muhammad al-Husayn Ibn Mas’ud al-Baghawi 
(436-510 H) dari mazhab Syafi’i kata halal berarti sesuatu yang 
diperbolehkan oleh syariat karena baik, kemudian dari kalangan ulama 
kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan halal sebagai suatu 
ikatan yang terurai dari yang membahayakan dan  dengannya hal tersebut 
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 Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi 
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33
 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
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Allah memperbolehkan untuk dikerjakan.
34
 halal merupakan sesuatu yang 
dibolehkan menurut ajaran Islam, sedangkan haram merupakan sesuatu yang 
dilarang menurut ajaran Islam.
35
 
Menurut Yusuf Qardhawi pada asalnya hukum dari sesuatu adalah 
boleh dan tidak haram, sebagaimana maksud yang terkandung kaidah fikih 
berikut ini: 
 ٌةَحَاِبا َءاَيْشَلاْا فِ ُلْصَْلاا 
Artinya: ‚Pada asalnya segala sesuatu itu mubah (boleh).‛ 
 
Dalam kaidah tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu pada 
asalnya hukumnya boleh dan tidak haram, kecuali ada dalil nash s}ah}i>h 
(benar) dan s}ari>h (jelas) yang menunjukkan atas keharamannya, apabila tidak 
ada dalil nash dalam penunjukkan keharamannya maka kembali pada hukum 
asalnya yaitu halal.
36
 Para ulama dalam menentukan prinsip segala sesuatu 
asalnya boleh merujuk pada firman Allah, yaitu: 
                            
               
Artinya:  ‚Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 
kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan- 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan 
Allah di muka bumi adalah nikmat, Allah hanya mengharamkan sesuatu pada 
beberapa saja, dan pastinya ada hikmah-hikmah tertentu yang tersembunyi 
demi kebaikan manusia, sedangkan wilayah kehalalan sangatlah luas.
38
 
Madzhab Hanafi tidak menghukumi haram apabila orang tersebut 
tidak khawatir tubuhnya akan ditimpa bahaya, seperti makan yang banyak 
dengan tujuan agar tubuhnya tetap kuat berpuasa keesokan harinya atau agar 
tamu yang sedang dijamunya tidak merasa sungkan makan, dan 
sebagainya.
39
 Menurut madzab Hanafi, seseorang tidak boleh melakukan pola 
pelatihan tubuh dengan cara menyedikitkan makan hingga membuat dirinya tidak 
kuat menjalankan ibadah.
40
 Dalam hal tersebut Allah berfirman dalam Q.S al-
A’raaf: 31, sebagaimana berikut ini: 
                            
        
Artinya: ‚Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.‛  (Q.S al-A’raaf: 31).41 
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Dari ayat tersebut Allah memerintahkan hendaklah memakan 
makanan yang halal dan baik dan janganlah melampaui batas yang 
dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan 
yang dihalalkan.
42
 Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak hanya 
mengedepankan konsep halal namun juga baik (t}ayyib), menurut syara’ 
makanan yang baik (ath-t}a’a>m ath-t}ayyib) berarti sesuatu yang boleh 
dimakan, baik dari sisi zat, ukuran, maupun tempat, Hijazi mengartikan kata 
t}ayyibat sebagai sesuatu yang suci dari shubhah.43 Perintah untuk 
mengkonsumsi makanan yang baik dan halal terdapat dalam firman Allah : 
                               
        
Artinya: ‚Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagimu.‛ (QS. Al-Baqarah: 168).44 
 
Kemudian dalam mengkonsumsi makanan, terdapat larangan untuk 
makan dan minum berlebihan sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi saw. 
berikut ini: 
 للها َّنَِإف ٍةَلي َِمَ َلاَو ٍفَارْسِإ ِْيَْغ فِ اْوُسَبْلاَو اْو ُق َّدَصَتَو اْو ُبَرْشاَو اْوُلُك ىَلَع ِوِمَِعن َرَثأ ىَر َي ْنَأ ُّب ُِيُ
 ِهِدْبَغ 
Artinya :‚makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan 
tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Sesungguhnya Allah 
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SWT sangat suka melihat nikmat yang diberikan kepada hamba-
Nya terlihat bekasnya.‛ (H.R. Ahmad).45 
 
 
2. Kriteria Makanan Halal, Haram, dan S}ubhah 
a. Kriteria Makanan Halal 
Secara umum dalam Al-Qur’a>n dan Hadis memberikan kriteria 
bahwa makanan halal adalah halalan t}ayyiban, menurut Sayyid Sabiq 
halalan t}ayyiban memiliki makna sesuai selera alamiyah manusia, 
bermanfaat dan tidak membahayakan tubuh manusia, serta diperoleh 
dengan cara yang benar dan dipergunakan untuk hal yang benar. para 
ulama menjelaskan kriteria makanan yang halal sebagai berikut: 
a. Makanan nabati berupa tumbuhan-tumbuhan, biji-bijian dan buah-
buaha selama tidak membahayakan tubuh 
b. Minuman seperti air, susu dari hewan yang boleh dimakan dagingnya, 
kopi, cokelat. 
Makanan hewani terdiri dari binatang darat dan air, hukum binatang 
darat baik liar maupun jinak selain yang diharamkan syariat 
hukumnya halal. Binatang air hukumnya halal binatang air, dalam 
pendapat yang s}ah}i>h adalah halal kecuali yang membahayakan. 
Menurut Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwa apa 
yang dihalalkan oleh syariat lebih banyak dibandingkan dengan yang 
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diharamkan. Makanan yang diharamkan sangatlah sedikit, itulah hikmah 




b. Kriteria Makanan Haram 
Makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Qur’a>n dan Hadis 
adalah haram. makanan yang diharamkan dalam Islam terbagi menjadi 
haram lidha>tihi dalam haram lighairihi yaitu makanan yang asalnya halal 
namun ada faktor lain yang menjadikannya haram. Makanan yang 
diharamkan lidha>tihi oleh al-Qur’a>n dan hadis secara jelas, antara lain 
darah, daging babi, khamr, binatang buas yang bertaring, burung 
bercakar yang memangsa dengan cakarnya seperti elang, binatang yang 
dilarang dibunuh, binatang yang diperintah untuk dibunuh, keledai 
rumah, binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya 
diharamkan, anjing, binatang yang menjijikkan dan kotor, semua 
makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Sedangkan makanan yang haram lighairihi, antara lain binatang 
yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (basmallah), makanan halal 
yang diperoleh dengan cara haram dan diperuntukkan untuk hal yang 
dilarang, binatang yang sebagian besar makanannya kotoran atau 
bangkai, dan makanan halal yang tercampur dengan najis dalam bentuk 
cair, namun bila berbentuk padat maka cukup membuang yang terkena 
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 Mengenai makanan haram Allah berfirman dalam surat Al-
Baqarah ayat 73. 
                                  
                      
Artinya: ‚Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam 
Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.‛ (QS. Al-Baqarah: 173).48 
 
c. Kriteria Makanan S}ubhah 
S}ubhah yang dimaksud dalam hadis adalah perkara yang tidak 
dijelaskan halal dan haramnya oleh syariat. Dalam hal ini sebagian ulama 
mengatakan selama suatu perkara tidak ada penjelasan halal dan haram 
maka dikembalikan ke hukum asal yaitu mubah (boleh) kecuali bila ada 
dalil yang mengharamkannya.
49
 Hal ini berdasarkan firman Allah: 
                            
                 
Artinya :  ‚Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi 
untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, 
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui 
segala sesuatu.‛ (Q.S. Al-Baqarah : 29).50 
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Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi 
SAW menyebutkan bahwa jika Allah mendiamkan sesuatu berarti 
membolehkannya (ma’fuww ‘anhu). Oleh karena itu, untuk mengetahui 
kedudukan hukum suatu makanan harus berdasarkan nas yang tegas, 
apabila terdapat jenis makanan yang meragukan karena tidak ditegaskan 
dalam nas, maka harus diadakan ijtihad dengan melihat sifat-sifatnya 
apakah ada persamaan atau tidak dengan sifat makanan atau binatang 
yang ditegaskan oleh nas.
51
 
Untuk menentukan kedudukan hukum makanan yang tidak 
terdapat dalam nas perlu diperhatikan prinsip la darara wa la dirara yaitu 
tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan orang lain (HR. Ahmad 
dan Hanbal dan Ibnu Majah). Dalam hal ini harus memperhatikan tujuan 
syariat Islam, yaitu jalb al-masalih (mengambil maslahat), dan daf’ al-
mafasid (menolak mudarat atau bahaya). Jika menurut kesehatan suatu 




Apabila seseorang merasa ragu terhadap kehalalan suatu makanan, 
maka wajib menghindarinya, karena hal tersebut termasuk hal yang 
syubhat (keraguan atau kekurangjelasan). Dalam sabda Nabi SAW 
menjelaskan bahwa yang halal dan haram sudah jelas, Dalam masalah ini 
disinggung dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari : 
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اَن َث َّدَح ُوَبأ  ٍمْيَع ُن اَن َث َّدَح  ُءاَِّيرََكز  ْنَع  ٍرِماَع  َلَاق  ُتْع َِسِ  َناَمْع ُّ نلا  َنْب  ٍيِْشَب  ُلوُق َي  ُتْع َِسِ  َلوُسَر 
 ِوَّللا ىَّلَص  ُوَّللا  ِوْيَلَع  َمَّلَسَو  ُلوُق َي  ُلَلاَْلحا  ٌ ِّين َب  ُمَارَْلحاَو  ٌ ِّين َب اَمُه َن ْ ي َبَو  ٌتاَه َّ بَشُم  َلا اَهُمَلْع َي  ٌيِْثَك 
 ْنِم  ِساَّنلا  ْنَمَف ىَقَّ تا  ِتاَه َّ بَشُمْلا  ََأر ْ بَتْسا  ِوِنيِدِل  ِوِضْرِعَو  ْنَمَو  َعَقَو  فِ  ِتاَه ُب ُّشلا  ٍعَارَك ىَعْر َي 
 َلْوَح ىَمِْلحا  ُكِشُوي  ْنَأ  ُوَعِقاَو ُي  َلاَأ  َّنِإَو  ِّلُكِل  ٍكِلَم ىًِحِ  َلاَأ  َّنِإ ىَِحِ  ِوَّللا  فِ  ِوِضَْرأ  ُوُِمراََمُ  َلاَأ  
 َّنِإَو  فِ  ًةَغْضُم ِدَسَْلجا اَذِإ  ْتَحَلَص  َحَلَص  ُدَسَْلجا  ُوُّلُك اَذِإَو  ْتَدَسَف  َدَسَف  ُدَسَْلجا  ُوُّلُك  َلاَأ  َيِىَو  
 ُبْلَقْلا 
Artinya: ‚Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah 
menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku 
mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal 
sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara 
keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui 
oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri 
dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan 
kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh 
(mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia 
seperti seorang penggembala yang menggembalakan 
ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh 
ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki 
batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di 
bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan 
ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang 
apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak 





C. Jaminan Produk Halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 
Pada pasal 1 ayat (1) Produk adalah barang dan/ atau jasa yang 
terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk 
biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, 
digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian pada pasal 1 ayat 
                                                          
53
 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggara Haji, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Departemen 
Agama  RI, 2003), 160. 

































(2) menjelaskan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai 
dengan syariat Islam. Mengenai proses produk halal yang selanjutnya 
disingkat PPH dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan PPH 
merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup 
penyediaan bahan, pengelolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
penjualan, dan penyajian produk.  
Kemudian mengenai jaminan produk halal yang disingkat JPH 
merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan 
dengan sertifikat halal, hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat (5). Adapun 
tujuan adalah Jaminan Produk Halal antara lain: 
1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 
ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan 
menggunakan produk. 




Dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan bahwa auditor halal adalah orang 
yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk, 
kemudian pada padal 15 menjelaskan bahwa tugas auditor halal, antara lain: 
1. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan 
2. Memeriksa dan mengkaji proses pengelolahan produk 
3. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan 
4. Meneliti lokasi produk 
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5. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan 
6. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk 
7. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha 
8. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada lph. 
Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal memiliki 
kewajiban, yaitu: (a) memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur; (b) 
memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengelolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara 
produk halal dan tidak halal; (c) memiliki penyelia halal; (d) melaporkan 
perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.
55
 Kemudian, tata cara 
memperoleh sertifikat halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pada 
pasal 29 mengatur pengajuan permohonan, antara lain: 
1. Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis 
kepada BPJPH 
2. permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen: 
a. data pelaku usaha 
b. nama dan jenis produk 
c. daftar produk dan bahan yang digunakan  
d. proses pengolahan produk 
3. ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengajuan permohonan 
sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri. 
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Mengenai penetapan kehalalan produk diatur dalam Undang-Undang 
No. 33 Tahun 2014 pasal 33 mengatur sebagai berikut: 
1. penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI 
2. penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam sidang fatwa halal 
3. sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengikutsertakan pakar, unsur kementrian/ lembaga, dan/ atau instansi 
terkait. 
4. Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan 
kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI 
menerima hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian produk dari BPJPH 
5. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditandatangani oleh MUI 
6. Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud ayat (5) 
disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat 
halal. 




































PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI SURABAYA  
PADA PRODUK MIE SETAN 
 
A. Gambaran Umum Produk Mie Setan Cabang Dukuh Kupang 
1. Profil Mie Setan Cabang Dukuh Kupang 
 Awal berdirinya Kober mie setan adalah pertengahan tahun 2011 
di Jalan Bromo No. 16 Malang, munculnya ide nama Kober berasal dari 
singkatan kelompok bermain komunitas sepeda fixie di kota Malang 
kemudian bisnis kober mie setan berawal dari coba-coba atau untuk 
mengisi waktu luang. kemudian penggunaan nama mie setan bertujuan 
untuk membuat masyarakat penasaran dengan nama yang unik dan 
menyeramkan sehingga akan menarik perhatian masyarakat untuk 
mengunjunginya. Usaha kuliner ini semakin berkembang dan banyak 
diminati oleh masyarakat, oleh karena itu pemilik mie kober mie setan 
yaitu Bambang Priandini membuka peluang bagi investor-investor yang 
berniat ikut serta dalam menjalankan bisnis mie setan di kota-kota lain 
dengan menu dan bahan baku yang sudah disediakan. Kemudian kober 
mie setan terpecah menjadi dua produk yaitu, mie setan dan kober mie 




 Kemudian pada 19 bulan yang lalu tepatnya tahun 2017 mie setan 
Surabaya  yang berlokasi di Jalan Dukuh Kupang XXV No. 42 Surabaya 
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ikut bekerjasama dengan mie setan pusat yang di Malang, bentuk usaha 
usaha mie setan ini berbentuk perseorangan, dan modal dalam 
menjalankan usaha mie setan ini diperoleh dari modal gabungan dari 
para investor. Kemudian, untuk memperluas pemasaran mie setan 
cabang Dukuh kupang membuka dua cabang, yaitu di Jalan Brantang 
Wetan, Blok IB No. 12 Surabaya, dan di Jalan Raya Taman No. IB 
Banjarbendo Sidoarjo. Lokasi yang dipilih sangat strategis yang dekat 
dengan lokasi pelajar dan mahasiswa karena sasaran pemasaran pada 
usia 16-20 tahun, karena umur tersebut mudah terpengaruh dengan tren. 
Dalam menjalankan usaha kuliner mie setan ini dikontrol oleh Rio yang 
bertugas mengontrol jalannya usaha kuliner mie setan di tiga cabang, 
disetiap cabang terdapat supervisor untuk mengendalikan 20 orang 
pekerja. Dalam pelayanannya sangat memperhatikan kenyamanan 
pelanggan seperti memberi fasilitas yang bagus dan pelayanan pesanan 
tergolong cepat.
2
 Adapun visi misi mie setan, sebagai berikut ini: 
Visi : 
1. Menciptakan menu-menu dengan produk yang berkualitas serta 
menjaga mutu produk 
2. Berinovasi dalam menciptakan menu-menu baru 
3. Mensejahterakan kehidupan sosial ekonomi investor dan 
karyawan 
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Kepuasan dan kenyamanan pembeli menjadi prioritas utama 
sebagai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada 
pembeli. 
 Mie setan Cabang Dukuh Kupang Surabaya merupakan salah satu 
usaha kuliner pedas berupa mie pedas dengan  memberi pilihan level 
pedas berbeda-beda, ada yang level paling rendah yaitu angel, level S, 
level M, level L, dan ada beberapa makanan dan minuman yang 
ditawarkan dalam usaha ini, antara lain : 
Makanan  : Mie Anggel, Mie setan level 1, Mie setan level 2, Mie setan 
level 3, Mie setan level 4, Mie setan level 5, Mie Iblis S, Mie 
Iblis M, Mie Iblis L, Setan Ayam Jamur L1, Setan Ayam 
Jamur L2, Setan Ayam Jamur L3, Setan Ayam Jamur L4, 
Setan Ayam Jamur L5, Iblis Ayam Jamur S, Iblis Ayam 
Jamur M, Iblis Ayam Jamur L, Mie setan kuah Level 1, Mie 
setan kuah Level 2, Mie setan kuah Level 3, Mie setan kuah 
Level 4, Mie setan kuah Level 5, Dimsum Siomay, Sushi 
Crabatick, Sushi goreng, Spring Roll, Kaki ayam, Keyca, 
Kwotie, Tofu , Udang Rambutan, Udang Keju, Hakau, 
Lumpia Kulit Tahu, Krupuk pangsit. 
Minuman : Capocino, Teh Tarik, Chocolate Milo, Hot Tea, Orange Hot, 
Lime Hot, Hot Lemon Tea, Es Gendruwo, Es tuyul, Es 
Sundel Bolong, Es Pocong, Es Kuntilanank, Buto Ijo, Ice 

































Tea Shaker, Ice Lemon tea, Ice, Leccy tea, Lemon Splash, 
Lychee splash, Orange Splash, Milo Ice, Cappucino Ice, Tea 
Tarik Ice, Air Mineral, Green Tea frappe, Strabery Smooties, 




1. Jalan Dukuh Kupang XXV No. 42 Surabaya Kode Pos 60225. 
2. Jalan Brantang Wetan, Blok IB No. 12 Surabaya Kode Pos 60245. 
3. Jalan Raya Taman No. IB Banjarbendo Sidoarjo Kode pos 61225. 
Website : Mie setan Dukuh Kupang Surabaya  
Instagram : miesetanofficial 
Facebook : mie setan 
Contact Person :0812352744588 
 
2. Struktur Organisasi  
 Untuk memperlancar jalannya usaha maka mie setan surabaya 
cabang dukuh kupang, cabang bratang dan cabang taman sidoarjo 
membentuk struktur organisasi yang bertujuan untuk kelancaran kinerja 
usaha. Dalam struktur organisasi terdapat pembagian tugas, sistem 
pelaporan, dan komunikasi yang menghubungkan bersama-sama antara 
pekerjaan individual dan kelompok, adanya struktur organisasi ini 
menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan diantara 
fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi yang menunjukkan 
kedudukan, tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda-beda 
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sehingga dapat menjalankan tugas sesuai dengan kedudukannya. Berikut 














 Dalam struktur organisasi di Mie Setan Surabaya cabang Dukuh 
Kupang, cabang Bratang dan cabang Taman Sidoarjo tegak lurus, posisi 
teratas ada Pemilik Mie Setan di Malang yaitu Fredy, di bawah posisi 
Pemilik ada Investor-Investor di masing-masing cabang, untuk cabang 
Dukuh Kupang dipegang oleh  Didit dan Agung, kemudian di bawah 
posisi Investor ada manajer, di setiap kota ada manajer masing-masing 
dan di Surabaya posisi manajer dijabat oleh Agung Wardana. Kemudian 
ada HRD yang dijabat oleh Sugik, Accounting yang dipegang oleh Rio 
dan Marketing yang dipegang oleh Didit, Ardi, dan Agung. Kemudian 
Pemilik 









HRD Accounting Marketing 
Karyawan 

































disetiap cabang terdapat Supervisor, cabang Dukuh Kupang oleh Eko, 
cabang Bratang oleh Yanto, dan cabang Taman Sidoarjo oleh Adi, 
mereka bertugas mengawasi pekerja, karyawan-karyawan termasuk 
kasir, pelayan pengantar makanan kepada pembeli, bagian dapur, dan 
bagian kebersihan.
4
 Adapun pembagian tugas, sebagaimana berikut ini: 
1. Pemilik Mie Setan pusat : sebagai pimpinan yang bertugas 
memimpin investor kemitraan usaha cabang di berbagai kota, 
memiliki tanggungjawab dan wewenang penuh terhadap kinerja 
dan jalannya usaha. 
2. Investor kemitraan usaha di Mie setan cabang Dukuh kupang 
memiliki tanggungjawab dan wewenang penuh terhadap kinerja 
manajer, karyawan dan jalannya usaha kuliner di mie setan cabang 
Dukuh Kupang. 
3. Manajer di kota surabaya bertugas mengatur jalannya usaha, 
memberi laporan tentang jalannya usaha, mengawasi dan 
memberikan pengarahan terhadap cara kerja karyawan. 
4. HRD bertugas untuk melakukan perekrutan karyawan dengan 
datang ke outlet Mie setan cabang Dukuh Kupang. 
5. Accounting bertugas untuk memberikan laporan keuangan kepada 
investor. 
6. Supervisor bertugas untuk mengawasi pekerja dan mengontrol 
ketersediaan bahan baku utama dari Mie setan Pusat. 
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7. Karyawan bagian kasir bertugas untuk memberikan pelayanan 
kepada pembeli dalam hal pemesanan makanan serta minuman, 
menerima pembayaran dari pembeli, melakukan penjualan dan 
pembayaran, membantu pembeli dalam memberikan informasi 
mengenai produk yang dijual. 
8. Karyawan bagian dapur bertugas untuk memasak pesanan yang 
telah dipesan dengan cara yang bersih dan higienis agar kualitas 
makanan dan minuman tetap terjaga dan memiliki standart mutu 
yang baik. 
9. Karyawan bagian Pelayanan konsumen bertugas untuk mengantar 
makanan dan minuman yang telah dipesan kepada pembeli dengan 
memanggil nama pembeli, apabila pada saat dipanggil namanya 
tidak ada yang memberikan tanda maka pelayan akan 
memperbesar suaranya sampai ada yang memberikan tanda angkat 
tangan atau berkata iya. 
10. Karyawan bagian kebersihan bertugas membersihkan sisa 
makanan dan minuman yang ada di meja pembeli serta 
membersihkan dapur dan ruangan yang lainnya di dalam Mie 
Setan cabang Dukuh Kupang. 
 Dalam Perekrutan karyawan, terdapat SOP karyawan, yaitu 
kesopanan, penampilan, keterampilan, dan kemampuan. Disetiap cabang 
memiliki 20 karyawan yang dibagi menjadi dua shift yaitu: 
Shift pertama : 11.00- 18.00 WIB 

































Bahan utama dari Mie Setan Pusat (Mie, bumbu, dimsum) 
Dikelola dengan tambahan bahan pendukung yang telah 
dibeli sendiri (cabe, bawang, sayur, dan lain-lain) 
*Dikirim dari Malang ke Surabaya 
Mie Setan 
Shift kedua  : 18.00- 24.00 
Jam buka   : 12.00-00.00 kecuali hari Jum'at 13.00 - 00.00.
5
  
1. Proses Pembuatan Mie Setan 
 Usaha kuliner mie setan ini bekerjasama dengan mie setan pusat 
yang ada di malang, Mie setan cabang Dukuh Kupang memiliki 
hubungan kemitraan bukan franchise, karena akad awal kerjasama 
adalah bagi hasil, pihak mie setan pusat akan mendapatkan bagi hasil 
40% dari laba tiap bulan, laba ini diperoleh dari penjualan total 
dikurangi pembelian barang, biaya operasional, dan gaji karyawan. Dari 
hubungan kemitraan ini, mie setan cabang Dukuh Kupang memiliki hak 
untuk menggunakan logo, nama dan dapat membeli bahan pokok ke mie 
setan pusat. Bahan pokok tersebut adalah produk mie, bumbu khas, dan 
dimsum untuk dikelola dengan bahan pendukung yang dapat dibeli 
sendiri di suplier lokal yang sudah terpercaya kualitasnya. Bahan 
pendukung contohnya cabe, bawang bombai, bawang putih, bawang 
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3. Tanggapan Pembeli 
Wawancara dilakukan ketika konsumen selesai makan mie setan, 
sehingga dapat menggali informasi dengan baik. Pertanyaan yang diberikan: 
1. Apa tanggapan anda ketika mengetahui nama makanan yang diberi nama 
setan ? 
2. Apakah anda sering makan mie setan dan apa pengaruh bagi kesehatan 
anda?  
3. Apa usul dan saran anda terhadap nama makanan yang berlebel setan 
seperti mie setan? 
Responden: 
1. Arik, seorang pekerja usia 27 tahun yang beralamat di Sonorejo 18 A 
Surabaya, memberikan respon sebagai berikut: 
Berkaitan dengan pendapat mereka mengenai nama makanan yang 
bernama setan, saudari Arik pertama mengetahui ada makanan yang 
bernama setan terkejut dan terkesan mengerikan, kemudian setelah 
melihat dan mencoba saudari Arik mengetahui ternyata nama setan 
hanya bermakna pedas pada makanan tersebut. 
Saudari Arik menyukai makanan yang pedas sehingga tergolong 
pelanggan mie setan, karena merasa ketagihan dengan rasa mie yang 
enak dengan fasilitas tempat yang nyaman, harga murah dan 
pelayanaannya yang baik. Setelah makan mie setan tidak ada pengaruh 
apapun pada tubuh saudari Arik karena memang suka makanan pedas. 

































Menurut saudari Arik, nama mie setan tidak ada masalah karena  
hanya nama saja agar menciptakan rasa penasaran dan bermakna 
makanan pedas, dan disini kita bisa memilih level yang bisa dipilih 
sesuai dengan kemampuan perut kita masing-masing.
7
 
2. Andi, seorang pelajar usia 18 tahun yang beralamat di Kandangan Mulya 
Surabaya, memberikan respon sebagai berikut: 
 Berkaitan dengan nama makanan yang bernama setan, saudari 
Andi mengatakan biasa saja, karena mulai awal mendengar makanan 
bernama mie setan beranggapan mie pedas, karena kata setan identik 
dengan api yang panas dan ketika dihubungkan dengan makanan berarti 
bermakna pedas. 
 Rasa yang khas dan tampilan yang berbeda dengan pilihan level 
kepedasan membuat saudara Ardi tertarik untuk menjadi pelanggan mie 
setan, karena hampir enam kali dalam sebulan saudara ardi mengunjungi 
kuliner mie setan dan tidak berdampak buruk bagi kesehatannya. 
 Mengenai masalah nama makanan mie setan menurutnya tidak 
ada masalah, karena menurutnya sudah jelas tidak mungkin maksud 




3. Yuarista, bekerja sebagai swasta usia 25 tahun yang beralamat di Jemur 
Gayungan, Taman Pelangi Surabaya, memberikan respon sebagai 
berikut: 
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 Menurutnya tidak ada yang ganjal dengan nama mie setan, kata 
setan membuatnya tertantang untuk mencoba dan awalnya saudari 
Yurista mengenal makanan mie setan dari rekomendasi temannya, dan 
sekali mencoba rasa mie setan membuat ketagihan. 
 Selain karena rasanya yang cocok, saudari Yurista seing membeli 
mie setan karena tempatnya yang enak dan nyaman, harga terjangkau 
dan yang paling penting membuat saudari Yurista kenyang. Hampir 
setiap hari libur saudari Yurista menyempatkan waktunya untuk 
menikmati nikmatnya mie setan, dan selama ini tidak menyebabkan efek 
samping terhadap tubuhnya, semua baik-baik saja karena disesuaikan 
dengan level kepedasan. 
 Mengenai penamaan, menurutnya tidak masalah yang terpenting 
kita tahu maksud dari kata setan tersebut adalah pedas, dan pedas disini 
juga ada pilihan levelnya, selama makanan tersebut tidak mengganggu 
kesehatan dan makanan tersebut bergizi tidak ada masalah, menurut saya 
nama mie setan hanya nama unik saja dalam dunia kuliner.
9
 
4. Muhlas Efendi, bekerja sebagai karyawan usia 23 tahun yang beralamat 
di Dukuh Kapas Surabaya, memberikan respon sebagai berikut: 
 Awalnya saya mengenal makanan mie setan tersebut dari ajakan 
seorang teman, saya tertarik dan penasaran dengan kata setan dan iblis 
yang ada di pilihan menu makanan, dan ternyata kata setan tersebut 
hanya sebagai simbol saja bahwa mie yang akan dimakan itu pedas dan 
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membuat orang kepanasan setelah makan yang pedas-pedas, akan tetapi 
menurut saya mie setan yang dijual disini tidak ada masalah karena 
terdapat pilihan level kepedasan, jadi yang tidak suka pedas atau tidak 
bisa makan pedas bisa memilih level yang paling rendah tanpa ada cabe, 
yaitu level angel. 
 Menurutnya selain rasa mie yang enak dan berbeda dengan mie 
biasanya, yang membuat saudara Muhlas menjadi pelanggan mie setan 
karena fasilitas yang bagus dan nyaman serta pelayanan yang baik dan 
cekatan serta harganya terjangkau. Selama saudara Muhlas mengonsumsi 
mie setan hanya pernah sakit perut satu kali ketika memilih level L, 
setelah itu saudara Muhlas tidak lagi memilih level L. 
 Mengenai nama setan awalnya memang terdengar aneh, dan 
menyeramkan, tapi menurut saya ini hanya keunikan sebuah nama saja 
agar konsumen tertarik dan penasaran untuk mencoba, dan yang 
terpenting menurut beliau, ketika mengonsumsi mie setan bukan niat 
untuk menjelekkan makanan atau menghina sebagai mienya setan, beliau 
pun tidak mau makan makanan yang buruk.
10
  
5. Roro Dea, sebagai mahasiswa usia 19 tahun yang beralamat di Perum 
Pondok Buana Sidoarjo, memberikan respon sebagai berikut: 
 Pertama kali saudara Roro Dea mendengar ada makanan bernama 
mie setan reaksinya kaget dan terheran-heran, kenapa makanan dinamai 
setan, apa tidak ada nama lain yang baik. Setelah itu, saudari Roro Dea 
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penasaran dan datang ke outlet mie setan yang di jalan Kaca Piring No. 
14 Surabaya, dan disana saudari Roro Dea mendapat jawaban atas rasa 
penasarannya, ternyata maksud dari mie setan adalah mie yang pedas, 
rasanya enak dan membuat saya ketagihan sampai sekarang. 
 Saudari Roro Dea sangat sering makan mie setan, dimanapun dia 
berada kuliner mie setan selalu menjadi tujuan, dan saudari Roro dea 
menyempatkan waktu setiap minggu untuk kuliner mie setan, karena 
memberikan kesan berbeda dan kepuasan tersendiri. Saudari Roro 
memilih kuliner mie setan ini karena rasanya yang enak, tempatnya 
termasuk mewah dan nyaman dan harganya sesuai dengan kantong 
mahasiswa. 
 Selama saudari Roro Dea memakan mie setan ketika level pedas 
mengambil yang S,M, L pasti berpengaruh pada perutnya, terkadang 
membuat sakitnya sampai setengah hari, tapi saudari Roro Dea tidak 
merasa menyesal. Setelah mengetahui level S,M, L dapat membuat sakit, 
jadi ketika saudari Roro Dea memesan mie setan memilih cabe 2 atau 3 
sehingga tidak membuat sakit dan tidak berpengaruh pada kesehatan. 
 Mengenai nama makanan yang diberi nama setan, saudari Roro 
Dea mengatakan mengapa makanan harus diberi nama setan, seperti 
menjelekkan makanan tersebut, padahal mie setan ini rasanya enak dan 
membuat ketagihan, sebenarnya rugi kalau makanan seenak ini diberi 

































nama setan. Akan tetapi, mungkin nama setan ini hanya sebagai branding 




B. Syarat Dan Prosedur Sertifikasi Halal MUI 
Untuk mendaftarkan kehalalan produk, di Indonesia harus melalui 
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik (LP POM MUI), 
yang beralamat di Jalan South Dharmahusada No. 5 Gubeng Surabaya. 
Adapun prosedur sertifikasi Halal MUI online telah dijelaskan dalam buku 












Gambar 3.1 prosedur sertifikasi Halal MUI online 
 
Prosedur pendaftaran sertifikasi online harus melalui beberapa tahapan, 
pertama perusahaan sign in menggunakan user name dan pasword, kemudian 
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tahap pendaftaran halal, lalu tahap pembayaran registrasi sertifikasi halal, 
dan tahap selanjutnya perusahaan mengupload dokumen halal dan data 
sertifikasi ke sistem cerol, kemudian tahap pembuatan akad dan pembayaran 
akad. Tahap berikutnya adalah monitoring untuk memonitor dokumen halal, 
produk, material (bahan), matrix, penyembelihan, dan monitoring status SJH 
selama proses sertifikasi, kemudian data hasil audit dan monitoring yang 
sudah benar akan diberikan ke komisi fatwa untuk dikaji dalam segi hukum 
dan memutuskan dikeluarkanya sertifikat halal atau tidak, kemudian 
sertifikat halal dapat didownload di sistem cerol.
12
 Adapun persyaratan data 
sertifikasi Halal, antara lain: 
1. Data Sign Up : nama dan alamat perusahaan, PIC, contact person, 
username, password, dan lain-lain. 
2. Data registrasi : status sertifikasi (baru atau pengembangan atau 
perpanjangan), data sertifikat halal dan status SJH (jika ada) 
3. Dokumen halal : beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh 
perusahaan yang akan mendaftarkan produknya, apabila perusahaan 
tidak mempunyai dokumen halal massih bisa lanjut ke tahap berikutnya. 
Adapun dokumen halal, antara lain: 
a. Manual SJH (untuk registrasi baru atau perpanjang) 
b. Sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau 
perpanjangan) 
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c. Status atau sertifikat SJH (untuk registrasi pengembangan atau 
perpanjangan) 
d. Diagram alir proses produksi produk yang disertifikasi 
e. Pernyataan fasilitasnya bebas dari Babi (statement of pork free facility) 
f. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi 
g. Bukti diseminasi kebijakan halal 
h. Bukti pelaksanaan pelatihan internal 
i. Bukti pelaksanaan audit internal 
4. Data pabrik / manufactur : nama dan alamat pabrik, PIC, contact person 
5. Data produk : nama produk, kelompok produk dan jenis produk. 
6. Data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data 
dokumen bahan dan dokumen pendukung bahan) 
7. Data matriks produk : bahan yang digunakan untuk setiap produk.13 
Dalam pendaftaran sertifikasi halal, ada beberapa kolom daftar bahan 
yang harus dilengkapi, antara lain: 
1. Material Name (nama bahan) : cantumkan seluruh bahan, meliputi bahan 
baku dan bahan tambahan serta bahan penolong termasuk bahan-bahan 
alternatif dalam bentuk nama, merk atau kode bahan, misalnya tepung 
terigu cap xxx, perisa leci xxx, dan lain-lain. 
2. Producer (Produsen) : cantumkan nama pabrik yang memproduksi bahan, 
misalnya PT ABCDE, Shugoi Co. Ltd, dan khusus bahan nabati tanpa 
olahan dapat diisi dengan petani. 
                                                          
13
 Ibid., 5. 

































3. Country (Negara) : cantumkan negara pabrik yang memproduksi bahan, 
misalnya Indonesia, Jepang, dan lain-lain. 
4. Supplier (Pemasok) : cantumkan seluruh pemasok (supplier) yang 
memasok bahan, dan untuk bahan yang termasuk dalam daftar bahan 
tidak beresiko tidak perlu mencantumkan nama pemasok. 
5. Halal By  (halal oleh) : cantumkan lembaga penerbit Sertifikat Halal 
untuk bahan yang bersangkutan, yaitu MUI atau lembaga sertifikat yang 
diakui MUI. 
6. Certificate No (SH No.) : cantumkan nomor sertifikat halal untuk bahan 
yang bersangkutan. 
7. Valid End (tgl Exp) : cantumkan tanggal berakhirnya masa berlaku 
sertifikat halal. 
8. Other Doc (dokumen lain): dapat berisi dokumen lain yang dilampirkan, 
misalnya flow process, spesifikasi, dan lain-lain. 
9. Remarks (Catatan): cantumkan keterangan asal bahan jika tidak didukung 
dengan sertifikat halal atau dokumen lain, misalnya bahan nabati, bahan 
tambang, bahan kimia. Dan dapat mencantumkan nomor surat 




Semua data yang sudah masuk pada sistem akan diproses oleh bagian-
bagian yang terkait di LPPOM MUI. Tugas perusahaan yang mendaftarkan 
produk adalah memonitor keseluruhan proses yang ada dan memberikan 
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tanggapan atau mengupload tambahan data bila terdapat audit memorandum 
atau audit memorandum selama proses sertifikasi. Menu-menu yang bisa 
digunakan untuk memonitor setiap tahapan dan proses sertifikasi dan 
memberikan tambahan data adalah monitoring data yang berhubungan 
dengan dokumen halal, monitoring produk yang berhubungan dengan 
produk, monitoring material yang berhubungan dengan bahan, monitoring 
matrix yang berhubungan dengan matrix produk, dan monitoring SJH yang 
berhubungan dengan implementasi SJH. Perusahaan juga dapat 
menggunakan menu riwayat pendaftaran untuk melihat aktivitas terakhir 
pada proses sertifikasi. Setelah beberapa tahap makan ada tahapan pengajuan 
surat keterangan, ada beberapa tipe surat keterangan, yaitu SKP (Surat 
Keterangan Proses), SKPP (Surat Keterangan Proses Perpanjangan), atau 
SKH (Surat keterangan Halal).
 15
 
SKP 1 : untuk proses baru atau pengembangan produk. 
SKP 2 : untuk pengembangan produk yang diajukan bersamaan dengan 
perpanjangan produk 
SKPP 1 : untuk perpanjangan produk, pendaftaran minimal 2 bulan 
sebelum SH expired dan sebelum dilakukan audit. 
SKPP 2 : untuk perpanjangan produk, pendaftaran minimal 2 bulan 
sebelum SH expired dan setelah dilakukan audit. 
SKH : untuk produk yang sudah lulus dalam rapat komisi fatwa MUI. 
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C. Kriteria Makanan Halal Menurut LP POM MUI  
LP POM MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai 
otoritas dalam mengeluarkan sertifikasi halal pada makanan, LP POM MUI 
merupakan singkatan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetik yang berdiri pada tanggal 6 Januari 1989, dalam menjalan 
tugasnya LP POM MUI memiliki ahli diberbagai bidang, meliputi ilmu 
pangan, teknologi pangan, bio kimia, organik, dan kedokteran hewan. 
Kriteria halal ditetapkan oleh para ahli di LP POM MUI bersifat umum yang 
berkaitan dengan terknis pemeriksaan melalui audit, penelitian dan 
monitoring. Monitoring  meliputi monitoring dokumen halal, monitoring 
produk, monitoring material yang berhubungan dengan bahan, monitoring 
matrix produk, monitoring SJH yang berhubungan dengan implementasi 
SJH. 
Dalam memeriksa suatu makanan, LP POM MUI telah menetapkan 
standar dalam menetapkan kehalalan makanan mulai dari bahan baku yang 
digunakan, bahan tambahan, proses produksi, dan jenis kemasannya. Dalam 
meneliti bahan-bahan makanan tidak hanya sekedar berasal dari babi atau 
bukan, akan tetapi meliputi cara penyembelihan, cara penyimpanan (apakah 
tercampur dengan bahan lainnya) dan metode produksi. Apabila bahan 
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Produksi makanan olahan biasanya tidak lepas dari penambahan 
unsur atau senyawa tertentu. Sesuatu yang ditambahkan kedalam makanan 
yang jumlahnya kecil bisa disebut food additive, berikut penjelasan 
mengenai beberapa jenis food additive yang memiliki kemungkinan haram 
apabila bercampur dalam proses produksi dan mengakibatkan ketidakhalalan 
suatu produk makanan, yaitu: 
1. Emulsilfer  : Dapat diperoleh dari bahan hewani atau tumbuhan, 
contohnya lechitin, gum arabic, mono digliceria, bile 
salts, dan lain-lain. 
2. Enzim  : Dapat diisolasi dari binatang, tumbuhan atau 
mikroba, yang banyak digunakan dalam industri 
adalah pepsin dan rennin, pepsin biasanya diperoleh 
dari sapi atau babi sedangkan rennin biasanya 
diambil dari perut binatang kecil, tapi juga bisa 
diperoleh dari tumbuhan atau mikroba. 
3. Shortening : Minyak dan lemak yang digunakan dalam industri 
makanan, shortening dapat diperoleh dari tumbuhan 
atau hewan. Shortening yang berasal dari tumbuhan 
misalnya minyak jagung, minyak kelapa, minyak 
kedelai, dan lain-lain, kemudian shortening yang 
berasal dari hewan adalah mentega, keju, lard, lemak 
domba dan lain-lain. 


































Dalam menentukan halal haramnya suatu produk akanan LP POM 
MUI sering menggunakan uji laboratorium sebagai alat bantu dalam 
mendiagnosa adanya kemungkinan percampuran bahan haram dan titik kritis 
yang biasa terdapat dalam makanan olahan adalah babi dan turunannya, 
penyembelihan hewan, dan alkohol dalam minuman, akan tetapi dalam 




Menurut para ahli pangan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal 
LP POM MUI, dalam tinjauan aspek hukumnya kriteria halalnya suatu 
makanan pada prinsipnya sama dengan kriteria yang dipakai oleh ahli fikih, 
akan tetapi dalam pandangan para ahli pangan bisa jadi makanan yang 
asalnya jelas halal ternyata setelah melalui proses tertentu (teknologis) 
berubah menjadi haram, minimal dicurigai haram. Titik perhatian para ahli 
terletak pada beberapa hal, yaitu ada tidaknya percampuran dengan sesuatu 
yang diharamkan dan sesuatu yang dianggap najis oleh syariat Islam baik 
secara teknologi konvensional maupun moderen.
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 Ibid., 140. 
4. Gelatin : Zat hewani yang diperoleh melalui proses hidrolisis 
dari bahan tulang rawan, tulang, otot, dan kulit, 
sedangkan gelatin nabati dapat diperoleh dari 
glutelin, gandum, atau tanaman biji-bijian lainnya. 

































Dalam konteks ini, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LP POM 
MUI bertujuan memberi penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara hukum dan moral kepada konsumen muslim, karena dalam Islam 
makanan sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tingkah laku seseorang 
dalam kehidupan sehari-hari dan akhirat. 
 
D. Landasan Hukum Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya Terhadap 
Produk Mie Setan 
Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie 
Setan Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI ditolak 
sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama produk yang 
bernama setan, menurut staff LP POM MUI nama produk yang bernama 
setan harus diganti nama terlebih dahulu, bila tidak dirubah maka LP POM 
MUI tidak akan menerima pengajuan sertifikasi halal pada produk mie setan. 
Penolakan pengajuan sertifikasi label halal pada produk mie setan sesuai 
dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga menetapkan 
nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara lain : 
1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh rootbeer, 
es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol 
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta turunannya, 
seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, hamburger, hotdog. 
3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es 
pocong, mie ayam kuntilanak. 

































4. Nama Produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan 
kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie 
goreng Xi Fa Cai 
5. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, 
vulgar dan atau porno. 
Dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, 
antara lain : 
a) Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi 
(‘urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur 
yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, 
dan bakpao 
b) Merk atau brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya 
dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, bear, 
crocodile, cap badak  
c) Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh 




Menurut kepala LP POM MUI JATIM, Bapak Sugijanto nama 
makanan yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama-nama 
musuhnya Allah atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, 
babi, bir, kafir, munafik dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi 
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label halal MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan 
nama-nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh LP 
POM MUI JATIM. Menurut Sugijanto maksud dari ‘urf  yang dapat 
disertifikasi halal yang terdapat dalam  keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ 
XII/ 14 adalah ‘urf  yang sudah turun menurun dan dikenal secara umum 
bahwa makanan tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal 
dan tidak ada makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat 
menjauhkan kita dalam mengigat Allah. 
Penamaan nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan 
bakpao mendapat izin sertifikasi halal MUI karena nama tersebut sudah 
menjadi ‘urf  dan tidak mengandung makna lain dalam mengartikan makna 
tersebut. Bir pletok meskipun namanya bir yang terkesan minuman yang 
memabukkan akan tetapi ada kecuali pada minuman ini, Bir pletok 
merupakan minuman jahe yang menghangatkan dan ini merupakan tradisi 
orang betawi yang sudah turun menurun.  
Kemudian, nama bir zero alkohol tidak dapat disertifikasi label halal 
MUI meskipun arti bir zero alkohol adalah minuman tanpa alkohol, hal ini 
agar tidak membiasakan menggunakan nama yang tidak disukai Allah. 
Kemudian nama bakso, bakpia, bakpau yang berasal dari nama Bak Bak yang 
berasal dari sebutan Babi dapat disertifikasi halal MUI karena nama bakso 
sudah menjadi tradisi dan sudah dikenal oleh masyarakat umum kalau bakso 
adalah makanan yang terbuat dari daging sapi dan dicampur mie, kemudian 

































Bakpia, Bakpao merukan makanan yang dikenal oleh umum dan tidak ada 
yang mengartikan dengan makna lain.  
Kemudian menurut Sugijanto mengenai nama makanan yang 
bernama setan seperti rawon setan, mie setan merupakan nama-nama yang 
jadi musuhnya Allah, maka jangan dijadikan susuatu yang menyenangkan 
karena kita sebagai muslim harus berhati-hati, jangan sampai nama-nama 
yang menjadi musuhnya Allah seperti bakso kafir, mie setan, munafik 
menjadi idola kita. Apabila seseorang sudah mengidolakan suatu makanan 
yang memiliki nama yang menjadi musuhnya Allah maka nama tersebut 
akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, sehingga dapat membuat 
seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi idolanya  dan pada akhirnya 
dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang sering disebut adalah kata 
setan.
20
 Sebagai seorang hamba Allah maka harus melindungi beberapa hal, 
antara lain: 
a.) Melindungi dari Aqidah 
b.) Melindungi dari pola pikir 
c.) Melindungi dari makanannya 
d.) Melindungi dari keturunannya 
e.) Melindungi dari harga dirinya 
Nama bukan hanya pemberian nama, akan tetapi nama akan memberi 
kesan dan dapat meniru nama-nama tersebut, nama akan memberikan kesan 
yang mendalam dan akan membekas dalam hati dan akan mempengaruhi 
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pola kehidupan. Dalam pemberian nama LP POM MUI memiliki standart 
dalam pemberian nama sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 
Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah 
penggunaan nama dan bahan menetapkan.
21
 sebagai berikut ini : 
1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan 
kebatilan. 
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama 
benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, 
kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung 
unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakwan, bakpia, dan 
bakpao. 
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi 
komponene makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma 
(flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie 
instan rasa babi, bacon flavour, dll.
 
 
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan 
nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, 
brandy, beer, dll. 
Catatan: 
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Perlu adanya kosinderan yang jelas dalam fatwa ini, pengertian tidak 
boleh adalah dalam rangka berhati-hati (tahdzir), siaga (tanfir), menakuti 




Semua manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal 
lagi tayyib (baik) dan jangan mengikuti ajaran setan karena setan adalah 
musuh yang nyata. Sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah: 168. 
                                   
       
Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 





                                                          
22
 Bagian proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 
Islam dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal 
Majelis...,25. 
23
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, 46. 




































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2014 
TERHADAP PENOLAKAN SERTIFIKASI LABEL HALAL MUI 
SURABAYA PADA PRODUK MIE SETAN 
 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI 
Surabaya pada Produk Mie Setan 
Berdasarkan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian ketiga, 
pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie Setan 
Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI JATIM ditolak 
sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama produk yang 
bernama setan, karena dalam Surat Keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ 
XII/ 14 menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi, antara 
lain: 
1. Nama produk yang mengandung nama minuman keras, contoh 
rootbeer, es krim rasa rhum raisin, bir 0% alkohol 
2. Nama produk yang mengandung nama babi dan anjing serta 
turunannya, seperti babi panggang, babi goreng, beef bacon, 
hamburger, hotdog. 
3. Nama produk yang mengandung nama setan seperti rawon setan, es 
pocong, mie ayam kuntilanak. 
4. Nama Produk yang mengarah kepada hal-hal yang menimbulkan 
kekufuran dan kebatilan, seperti coklat Valentine, biskuit Natal, mie 
goreng Xi Fa Cai 

































5. Nama Produk yang mengandung kata-kata yang berkonotasi erotis, 
vulgar dan atau porno. 
Dalam keputusan tersebut terdapat catatan yang perlu diperhatikan, 
antara lain :  
a) Poin-poin di atas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi 
(‘urf), dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-
unsur yang diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, 
bakpia, dan bakpao 
b) Merk atau brand produk yang mengandung nama produk haram lainnya 
dibolehkan untuk disertifikasi, contoh merk garuda, kubra, bear, 
crocodile, cap badak 
c) Nama produk yang mengandung kata sexy dan sensual boleh 
disertifikasi, contoh lipstick sexy pinky, lotion sensual amber, spa 
sensual. 
Menurut kepala LP POM MUI JATIM, Sugijanto nama makanan 
yang berlabel setan atau yang mengarah pada nama-nama musuhnya Allah 
atau yang diharamkan oleh Allah, seperti setan, kuntilanak, babi, bir, kafir, 
munafik dan lain-lainnya tidak akan mendapatkan sertifikasi label halal 
MUI sebelum nama-nama tersebut dirubah terlebih dahulu dengan nama-
nama yang baik sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh LP POM 
MUI JATIM. 
Nama makanan yang bernama setan seperti rawon setan, mie setan 
merupakan nama-nama yang jadi musuhnya Allah, maka jangan dijadikan 

































susuatu yang menyenangkan karena kita sebagai muslim harus berhati-hati, 
jangan sampai nama-nama yang menjadi musuhnya Allah seperti bakso 
kafir, mie setan, munafik menjadi idola kita. Apabila seseorang sudah 
mengidolakan suatu makanan yang memiliki nama yang menjadi musuhnya 
Allah maka nama tersebut akan mempengaruhi alam bawah sadarnya, 
sehingga dapat membuat seseorang sering menyebutkan hal yang menjadi 
idolanya  dan pada akhirnya dikhawatirkan jauh dari Allah, karena yang 
sering disebut adalah kata setan. Sebagai seorang hamba Allah maka harus 
melindungi beberapa hal, antara lain: 
a.) Melindungi dari Aqidah 
b.) Melindungi dari pola pikir 
c.) Melindungi dari makanannya 
d.) Melindungi dari keturunannya 
e.) Melindungi dari harga dirinya. 
Nama bukan hanya pemberian nama, akan tetapi nama akan memberi 
kesan dan dapat meniru nama-nama tersebut, nama akan memberikan kesan 
yang mendalam dan akan membekas dalam hati dan akan mempengaruhi 
pola kehidupan. Dalam pemberian nama LP POM MUI memiliki standart 
dalam pemberian nama sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 
Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah 
penggunaan nama dan bahan.
1
 sebagai berikut ini : 
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1. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada kekufuran dan 
kebatilan. 
2. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan atau simbol-
simbol makanan atau minuman yang mengarah kepada nama-nama 
benda atau binatang yang diharamkan terutama babi dan khamar, 
kecuali yang telah mentradisi (‘urf) dan dipastikan tidak mengandung 
unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakwan, bakpia, dan 
bakpao. 
3. Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi 
komponene makanan atau minuman yang menimbulkan rasa atau aroma 
(flavour) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie 
instan rasa babi, bacon flavour, dan lain-lain.  
4. Tidak boleh mengonsumsi makanan atau minuman yang menggunakan 
nama-nama makanan atau minuman yang diharamkan seperti whisky, 
brandy, beer, dan lain-lain. 
Catatan: 
Perlu adanya kosinderan yang jelas dalam fatwa ini, pengertian tidak 
boleh adalah dalam rangka berhati-hati (tahdzir), siaga (tanfir), menakuti 
(tarhib) bukan berarti mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 
haram. 
Sebagaimana penjelasan tersebut, LP POM MUI JATIM menolak 
pengajuan sertifikasi label halal MUI pada produk Mie setan dikarenakan 

































nama setan yang tidak sesuai dengan standart nama yang ditentukan LP 
POM MUI JATIM dalam SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 pada bagian 
ketiga menetapkan nama produk yang tidak dapat disertifikasi dan Fatwa 
MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa halal pada bagian 
keempat mengenai masalah penggunaan nama dan bahan, jadi sebelum 
nama setan dirubah dengan nama lain yang sesuai dengan standar LP POM 
MUI JATIM, maka LP POM MUI JATIM tidak akan menerima pengajuan 
sertifikasi label halal. Penolakan sertifikasi label halal bukan berarti Mie 
Setan ditetapkan mengandung bahan haram, hal ini dikarenakan belum ada 
audit dan penelitian oleh para ahli. 
 
B. Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Konsumen terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI 
Surabaya pada Produk Mie Setan. 
1. Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI 
Surabaya pada Produk Mie Setan. 
Menurut Sugijanto selaku Direktur LP POM MUI JATIM 
menyatakan memang makanan yang bernama setan akhir-akhir ini 
terkenal dikalangan masyarakat luas, akan tetapi untuk saat ini LP 
POM MUI JATIM tidak bisa menerima pengajuan sertifikasi label 
halal pada produk mie setan. Dan dapat diterima pengajuannya setelah 
namanya dirubah menjadi nama yang sesuai dengan standart LP POM   
 
 

































MUI JATIM, karena kata-kata setan yang terdapat dalam produk mie 
setan belum termasuk ‘urf.  
Dalam catatatan keputusan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 
tentang nama produk yang tidak dapat disertifikasi  berbunyi: ‚Poin-
poin diatas tidak berlaku untuk produk yang telah mentradisi (‘urf), 
dikenal secara luas dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang 
diharamkan seperti nama bir pletok, bakso, bakmi, bakwan, bakpia, 
dan bakpao.‛  
Adapun maksud ‘urf yang terdapat dalam catatan keputusan 
SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 adalah adat kebiasaan (‘urf) yang 
sudah turun menurun dan dikenal secara umum bahwa makanan 
tersebut dari bahan yang halal, cara mengelola yang halal dan tidak ada 
makna lain dalam mengartikan nama tersebut yang dapat menjauhkan 
kita dalam mengigat Allah. Penamaan nama bir pletok, bakso, bakmi, 
bakwan, bakpia, dan bakpao mendapat izin sertifikasi halal MUI 
karena nama tersebut sudah menjadi ‘urf  dan tidak mengandung 
makna lain dalam mengartikan makna tersebut.  
Bir pletok meskipun namanya bir yang terkesan minuman yang 
memabukkan akan tetapi ada kecuali pada minuman ini, Bir pletok 
merupakan minuman jahe yang menghangatkan dan ini merupakan 
tradisi orang betawi yang sudah turun menurun dan diterima oleh 
masyarakat luas. Kemudian, nama Bir Zero Alkohol tidak dapat 
disertifikasi label halal MUI meskipun arti Bir Zero Alkohol adalah 

































minuman tanpa alkohol, hal ini agar tidak membiasakan menggunakan 
nama yang tidak disukai Allah. Kemudian nama bakso, bakpia, bakpau 
yang berasal dari nama Bak Bak yang berasal dari sebutan Babi dapat 
disertifikasi halal MUI karena nama bakso sudah menjadi tradisi dan 
sudah dikenal oleh masyarakat umum kalau bakso adalah makanan 
yang terbuat dari daging sapi dan dicampur mie, kemudian Bakpia, 
Bakpao merukan makanan yang dikenal oleh umum dan tidak ada yang 
mengartikan dengan makna lain.  
Kemudian bagaimana dengan produk yang bernama setan 
seperti, mie setan, rawon setan, bakso setan. Di Indonesia kuliner yang 
berlabel setan sudah terkenal dikalangan masyarakat Indonesia dan 
terutama dikalangan pecinta pedas, meskipun nama makanan yang 
bernama setan memang menakutkan dan menyeramkan dan memang 
terkesan tidak sopan dalam penamaan makanan, akan tetapi nama 
setan sudah banyak yang tahu hanyalah simbol dari makanan yang 
memiliki cita rasa pedas dan tidak ada tujuan untuk mengatakan 
makanan setan. 
Bila kita lihat dalam perkembangan makanan yang bernama 
setan, seperti mie setan, rawon setan, makaroni setan yang sudah 
terkenal di berbagai daerah di Indonesia bahwa makanan tersebut 
adalah makanan yang memiliki cita rasa pedas, apakah makanan 
tersebut termasuk kebiasaan masyarakat yang tidak baik, sehingga 
dikatakan ‘urf fa>sid dan dilarang dalam agama.  Dari segi 

































keabsahannya ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu ‘urf  s}ah}ih dan ‘urf 
fa>sid, adapun penjelasannya berikut ini: 
1.) Al-’urf S}ah}ih ( ََُحيِح َّصلاَُفْرُعَْلا ) 
Al-’urf S}ah}ih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah 
masyarakat yang dapat diterima karena tidak bertentangan dengan 
nash (ayat al-Qur’a>n atau hadis), tidak menghilangkan 
kemaslahatan, dan tidak membawa mudharat kepada mereka, tidak 
mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu 
yang wajib. 
3.) Al-’urf Fa>sid ( ََُدِسَافْلاَُفْرُعَْلا ) 
Al-’urf fa>sidَ adalah kebiasaan yang tidak baik dan tidak 
dapat diterima karena bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan 
kaidah-kaidah dasar dalam syara’. Misalnya kebiasaan 
mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang 
dipandang keramat, kebiasaan tersebut tidak dapat diterima karena 
berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam. Kemudian 
contoh lainnya adalah kebiasaan yang terjadi dikalangan pedagang 
dalam menghalalkan riba seperti meminjam uang antar sesama 
pedagang dengan tambahan bunga. 
Penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama mie 
setan merupan nama-nama yang dibenci oleh Allah, sebagaimana 
firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 168. 

































                               
         
Artinya: ‚Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.‛ (QS. Al-Baqarah: 168)2 
 
Menurut Sugijanto maksud dari janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan adalah segala sesuatu ajaran syaitan yang 
nampak dan tidak nampak, kemudian bila dihubungkan dengan 
penolakan sertifikasi label halal pada produk mie setan adalah LP POM 
MUI JATIM menolak pengajuan tersebut agar tidak semakin menyebar 
makanan yang bernama aneh-aneh tersebut di kalangan masyarakat, 
karena dikhawatirkan apabila produk bernama setan disertifikasi label 
halal akan semakin banyak makanan dengan nama sebutan yang 
menjadi musuhnya Allah, seperti munafik, kafir, dan lain-lain. Dan 
dikhawatirkan menyebabkan jauh dari mengingat Allah, sehingga 
menurut LP POM MUI JATIM produk mie setan ternasuk dalam 
kategori ‘urf fa>sid karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang 
diajarkan Islam. 
Kemudian dari hasil wawancara kepada lima konsumen mie 
setan Surabaya memang awalnya mereka merasa aneh dengan nama 
makanan tersebut dan  menimbulkan rasa ingin tahu, setelah mencoba 
makanan mie setan mereka mendapat kesimpulan, bahwa nama setan 
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 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, 46. 

































hanya simbol makanan pedas. Mie setan merupakan kuliner mie 
dengan pilihan level pedas yang bisa disesuaikan dengan kemampuan 
dan selera konsumen. Sehingga konsumen bisa memperkirakan level 
pedas yang sesuai kemampuannya dan tidak berlebihan sehingga tidak 
membahayakan kesehatan tubuhnya, apabila tidak bisa memakan 
makanan pedas lebih baik memilih level angel tanpa cabe. Dalam hadis 
Nabi saw. terdapat larangan untuk makan dan minum berlebihan 
sebagaimana berikut ini: 
 ِْيَْغ فِ اْوُسَبْلاَو اْو ُق َّدَصَتَو اْو ُبَرْشاَو اْوُلُك ِوِمَِعن َرَثأ ىَر َي ْنَأ ُّب ُِيُ للها َّنَِإف ٍةَلي َِمَ َلاَو ٍفَارْسِإ
هِدْبَغ ىَلَع 
Artinya:‚Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah 
dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. 
Sesungguhnya Allah SWT sangat suka melihat nikmat yang 
diberikan kepada hamba-Nya terlihat bekasnya.‛ (H.R. 
Ahmad). 
 
Kemudian, mengenai larangan berlebihan terdapat dalam 
firman Allah dalam Q.S al-A’raaf: 31, sebagaimana berikut ini: 
                           
         
Artinya: ‚Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-
orang yang berlebih-lebihan.‛  (Q.S al-A’raaf: 31).3 
 
Dari ayat tersebut Allah memerintahkan hendaklah memakan 
makanan yang halal dan baik dan janganlah melampaui batas yang 
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 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia, 281. 

































dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas 
makanan yang dihalalkan. Dalam Islam mengkonsumsi makanan tidak 
hanya mengedepankan kosep halal namun juga baik (t}ayyib), menurut 
syara’ makanan yang baik (ath-tha’am ath-t}ayyib) berarti sesuatu yang 
boleh dimakan, baik dari sisi zat, ukuran, maupun tempat. Kemudian 
Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal terdapat 
dalam firman Allah : 
                               
         
Artinya: ‚Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 
yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagimu.‛ (QS. Al-Baqarah: 168).4 
 
Ayat tersebut menegaskan kepada kita agar mengkonsumsi 
makanan yang t}ayyibat yaitu halal, suci, dan disenangi. Sebaliknya 
dalam al-Qur’a>n melarang orang mukmin untuk memakan makanan 
yang tidak halal walaupun suci dan menyenangkan atau sesuatu yang 
halal dan suci tetapi mendatangkan mudarat kepada orang yang 
memakannya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa memakan makanan yang 
halal merupakan syarat terkabulnya doa dan diterimanya ibadah. 
Demikian pula sebaliknya memakan makanan yang haram tidak hanya 
sekedar perbuatan dosa, akan tetapi akan menjadi sebab tertolaknya 
doa dan ibadah dan dapat pula berdampak terhadap anak atau 
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 Ibid., 315. 

































keturunan pemakannya, sebab makanan yang dimakan seseorang akan 
diproses menjadi bibit keturunannya. 
Agama Islam sangat peduli terhadap pentingnya kesehatan 
sehingga memerintahkan untuk mengonsumsi makanan dan minuman 
yang baik (halalan t}ayyiban). Sebaliknya, makanan dan minuman yang 
memiliki efek buruk, baik pada zatnya maupun pengaruh dari luar 
dilarang dikonsumsi, hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga 
atau merawat kesehatan atas amanah Allah untuk menjaga tubuh ini.
 
 
Ketika LP POM MUI JATIM menolak pengajuan sertifikasi 
label halal pada produk Mie setan terkesan makanan ini termasuk 
makanan yang terlarang sehingga tidak dapat mendapatkan sertifikasi 
label halal MUI. Dalam Islam penetapan makanan Halal dan Haram 
sudah ditetapkan dalam Al-Qur’a>n, adapun kriteria makanan haram 
sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah : 173. 
                                 
                        
Artinya: ‚Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, 
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam 
Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka 
tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.‛ (QS. Al-Baqarah : 173).5 
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 Ibid., 47. 

































Makanan yang diharamkan lidzatihi secara jelas, antara lain 
bangkai, darah, daging babi, khamr, binatang yang disembelih disebut 
nama selain Allah, binatang buas yang bertaring, burung bercakar yang 
memangsa dengan cakarnya seperti elang, binatang yang dilarang 
dibunuh, binatang yang diperintah untuk dibunuh, keledai rumah, 
binatang yang lahir dari perkawinan silang yang salah satunya 
diharamkan, anjing,binatang yang menjijikkan dan kotor, dan semua 
makanan yang berbahaya bagi kesehatan manusia. 
Ketika LP POM MUI JATIM menolak pengajuan sertifikasi 
label halal MUI pada produk mie setan bukan berarti makanan ini 
termasuk makanan yang tidak halal, hanya saja LP POM MUI JATIM 
tidak dapat menjamin kehalalan produk mulai dari bahan dan cara 
pengelolaan, sehingga masyarakat diharapkan berhati-hati dalam 
mengonsumsi makanan yang belum mendapat label halal MUI dan 
kehalalan makanan tidak harus ada label halal MUI, apabila bahan dan 
cara pengelolaannya dan cara perolehannya halal maka termasuk 
makanan halal meskipun belum tercantum label halal MUI, karena 
adanya sertifikasi label halal MUI menggunakan sistem pengajuan dari 
perusahaan yang berkepentingan. 
Dalam surah at-Tah}rim ayat 1 Allah melarang Nabi Muhammad 
untuk mengharamkan yang halal, sebagaimana berikut ini: 
                                   

































Artinya: Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-
isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad 
SAW pernah mengharamkan dirinya minum madu untuk 
menyenangkan hati isteri-isterinya. Maka turunlah ayat ini sebagai 
teguran kepada Nabi. Sebagaimana dalam Hadis Riwayat Bukhari No. 
6197 berikut ini: 
 ْب َدْي َبُع َع َِسِ ُوََّنأ ٌءَاطَع َمَعَز َلَاق ٍجْيَرُج ِنْبا ْنَع ُجا َّجَْلحا اَن َث َّدَح ٍد َّمَُمُ ُنْب ُنَسَْلحا اَن َث َّدَح ٍْيَْمُع َن
 َص َّبَِّنلا َّنَأ ُمُعْز َت َةَشِئاَع ُتْع َِسِ ُلوُق َي ٍشْحَج ِتِْنب َبَن ْيَز َدْنِع ُثُكَْيَ َناَك َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُوَّللا ىَّل
 ْيَلَع ُوَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا اَه ْ يَلَع َلَخَد اَن َتَّ َيأ َّنَأ ُةَصْفَحَو َاَنأ ُتْيَصاَو َت َف ًلاَسَع اَىَدْنِع ُبَرْشَيَو َمَّلَسَو ِو
 َم َحِير َكْنِم ُدِجَأ ِّنِِّإ ْلُق َتْل َف َلا َلاَق َف ُوَل َكِلَذ ْتَلاَق َف َاُهُاَدْحِإ ىَلَع َلَخَدَف َيِْفاَغَم َتْلَكَأ َيِْفاَغ
 َم ُمِّرَُتُ َِلِ ُّبَِّنلا اَهُّ َيأ َاي { ْتَلَز َن َف ُوَل َدوُعَأ ْنَلَو ٍشْحَج ِتِْنب َبَن ْيَز َدْنِع ًلاَسَع ُتِْبرَش ْلَب َّلَحَأ ا
 َبوُت َت ْنِإ { } َكَل ُوَّللا ًاثيِدَح ِوِجاَوَْزأ ِضْع َب َلَِإ ُّبَِّنلا َّرَسَأ ْذِإَو { َةَصْفَحَو َةَشِئاَعِل } ِوَّللا َلَِإ ا
 ُتْفَلَح ْدَقَو ُوَل َدوَُعأ ْنَلَو ٍماَشِى ْنَع ىَسوُم ُنْب ُميِىَار ْبِإ لِ َلَاق و ًلاَسَع ُتِْبرَش ْلَب ِِولْوَِقل }
اًدَحَأ ِكِلَذِب يِبرُْتخ َلاَف 
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami Al Hajjaj dari Ibnu Juraij menuturkan; 
'Atha` berangggapan bahwa dirinya pernah mendengar Ubaid bin 
Umair mengatakan; aku pernah mendengar 'Aisyah menuturkan; 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tinggal di rumah Zainab 
binti Jahsy dan meminum madu dirumahnya, maka aku dan 
Hafshah saling berwasiat bahwa siapa saja diantara kami berdua 
yang didatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, agar kami 
mengatakan; 'Aku menemukan bau pohon mighfar dimulutmu, 
apakah engkau telah makan buah mighfar? ' Nabi kemudian 
menemui salah satu dari keduanya dan dia mengatakan ucapan 
yang telah disepakati keduanya, namun Nabi justeru menjawab: 
"Tidak, bahkan aku minum madu di tempat Zainab binti Jahsy, 
dan sekali-kali aku tidak akan mengulanginya." Maka turunlah 

































ayat yang menegur Nabi; "Wahai Nabi, mengapa kamu 
mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan kepadamu' dan 
surat, 'jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, ' ditujukan 
kepada Aisyah dan Hafshah. Dan firman-Nya; 'Ingatlah ketika 
Nabi merahasiakan sebuah pembicaraan kepada sebagian 
isterinya, ' petikan ayat ini untuk ucapan Nabi yang mengatakan: 
'Namun aku minum madu.' Ibrahim bin Musa berkata kepadaku; 
dari Hisyam dengan tambahan redaksi: "Saya sekali-kali tak akan 
mengulanginya selama-lamanya, saya telah bersumpah, maka 
janganlah kalian kabarkan kepada seorang pun." (HR. Bukhari) 
 
2. Analisis Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Konsumen terhadap Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya 
pada Produk Mie Setan. 
Sistem pendaftaran sertifikasi label halal MUI harus melalui 
pendaftaran langsung ke LP POM MUI JATIM selaku Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik, dalam hal ini 
Pengajuan Sertifikasi Halal MUI oleh saudara Runiar pengelola Mie 
Setan Cabang Dukuh Kupang pada tahun 2016 di LP POM MUI 
ditolak sebelum tahap audit dan penelitian, hal ini dikarenakan nama 
produk yang bernama setan.  
Pada pasal 1 ayat (3) UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan 
bahwa proses produk halal merupakan rangkaian kegiatan untuk 
menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 
produk. Jadi yang menjadi indikator kehalalan produk adalah bahan, 
cara pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
penjualan dan penyajian produk dan tidak menjamin kehalalan produk 
berdasarkan nama produk. kemudian untuk memeriksa kehalalan 

































produk merupakan tugas dari auditor halal, akan tetapi tugas auditor 
halal pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak menerangkan bahwa 
auditor halal melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap nama 
produk. Adapun tugas auditor halal, antara lain: 
(1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan 
(2) Memeriksa dan mengkaji proses pengelolahan produk 
(3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan 
(4) Meneliti lokasi produk 
(5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan 
(6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk 
(7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha 
(8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian kepada LPH. 
Kemudian, tata cara memperoleh sertifikat halal berdasarkan 
Pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 melakukan pengajuan permohonan 
berikut ini: 
(1) Permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha secara 
tertulis kepada BPJPH 
(2) permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen: 
a. data pelaku usaha 
b. nama dan jenis produk 
c. daftar produk dan bahan yang digunakan  
d. proses pengolahan produk 

































Dalam pengajuan permohonan berdasarkan pasal 29 ayat (2) 
UU No. 33 Tahun 2014 salah satu dokuman yang harus dilengkapi 
adalah nama produk, dalam hal meskipun tugas  auditor yang terdapat 
pada pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 tidak memeriksa atau meneliti 
nama produk yang didaftarkan, akan nama produk menjadi dokumen 
permohonan sertifikasi halal yang harus dilengkapi pada tahap 
pengajuan. 
Kemudian, mengenai penetapan kehalalan produk dalam pasal 
33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelakan bahwasannya penetapan 
kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI 
yang mengikutsertakan pakar, unsur kementrian atau lembaga terkait. 
Dan keputusan penetapan halal produk disampaikan kepada BPJPH 
untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal, jadi penetapan produk 












































Setelah penulis memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau 
secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa: 
1.  Landasan hukum penolakan sertifikasi label halal MUI dikarenakan nama 
produk yang bernama setan yang tidak sesuai dengan standart LP POM 
MUI JATIM yang tidak sesuai dengan SK46/Dir/LPPOM MUI/ XII/ 14 
pada bagian ketiga mengenai nama produk yang tidak dapat disertifikasi, 
salah satunya adalah nama produk yang mengandung nama setan, 
kemudian tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang 
Standardisasi Fatwa halal pada bagian keempat mengenai masalah 
penggunaan nama dan atau simbol-simbol yang mengarah kepada 
kekufuran dan kebatilan. 
2. Analisis hukum Islam terhadap penolakan sertifikasi label halal MUI, 
bahwasannya terkenalnya makanan mie setan di berbagai wilayah 
indonesia dalam pandangan LP POM MUI JATIM belum termasuk 
kategori ‘urf  yang diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi halal 
MUI karena nama setan termasuk nama yang menjadi musuhnya Allah 
dan dikhawatirkan dapat menjauhkan dari mengingat Allah. Kemudian, 
dalam UU No. 33 Tahun 2014 nama  produk tidak menjadi objek yang 
akan diteliti oleh auditor halal, akan tetapi mengenai nama dan jenis 

































produk merupakan berkas awal pada tahap pengajuan permohonan, 
kemudian dalam pasal 33 UU No. 33 Tahun 2014 menjelakan 
bahwasannya penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam 
sidang fatwa halal MUI yang mengikutsertakan pakar, unsur kementrian 
atau lembaga terkait. 
 
B. Saran 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa saran 
dalam penulisan penelitian ini, antara lain: 
1. Bagi pihak mie setan Surabaya harus mengikuti prosedur LP POM MUI 
JATIM yaitu menganti nama setan dengan nama yang baik dan sesuai 
dengan standart LP POM MUI JATIM. 
2. Bagi konsumen yang mengonsumsi makanan mie setan diharapkan dalam 
memilih level pedas disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan tidak 
berlebihan. 
3. Bagi LP POM MUI JATIM agar berhati-hati dalam menerima atau 
menolak terhadap pengajuan Sertifikasi label halal MUI, sehingga tidak 
ada pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan. 
4. Agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau 
referensi bagi mahasiswa ataupun pembaca lainnya yang berkaitan 
dengan penolakan sertifikasi label halal MUI. 
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